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1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan Daerah merupakan suatu 

usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, 

baik umum, pemerintah, swasta, maupun 

kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan 

yang berbeda untuk menghadapi saling 

ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,  

social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk 

meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara 

berkelanjutan. 

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, startegis dan 

terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan 

aspek kontinuitasnya.  Perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu 

diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai 

suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Seiring dengan makin 

mantapnya pelaksanaan pembangunan daerah, maka sebagai konsekuensi 

logisnya adalah bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri 

dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan 

daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang 

semakin kompetitif. 

Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar 

apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk 

perencanaan dari pusat hingga daerah.   

https://4.bp.blogspot.com/-4YA-9Qqgs_I/XLh2Ce8geTI/AAAAAAAADc8/6a121tCe84wPVwgmz1Y0rPBlddH2R4GuACLcBGAs/s1600/Rencana-Strategi-Renstra.jpg
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Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, di bidang Perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintah Daerah, 

baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintahannya harus menyusun perencanaan Pembangunan.  

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 

2023, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 

1 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 

Tentnag Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur 

Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dimana Dinas 

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi 

publik, teknologi informasi dan komunikasi publik serta persandian dan statistik, 

maka Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang  berkewajiban 

menyiapkan Renstra secara teknis yang merupakan penjabaran dari RPJMD 

Pemerintah Kota Pangkalpinang.  Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen 

perencaan teknis operasional dalam menetukan arah kebijakan serta indikasi 

program dan kegiatan urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

Sejalan dengan perubahan RPJMD KotaPangkalpinang Tahun 2018 – 2023 yang 

ditetapkan tahun 2021, maka dilakukan reviu internal dan selanjutnya dilakukan 

revisi terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

Tahun 2018 -2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (4), bahwa perubahan RPJMD 

menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.  

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang 

dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.  Dengan adanya perubahan 

dinamika terkait kondisi, tantangan, permasalahan dan Isu strategis Kota 
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Pangkalpinang yang salah satunya dengan adanya masalah pandemi COVID-19  

yang memberikan dampak terhadap perencanaan dan penganggaran, yang 

mengharuskan terjadi recofusing program dan realokasi anggaran sebagai salah 

satu opsi utama pendaan Penanganan COVID-19, maka perlu merubah tujuan 

dan sasaran yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang.  

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra  Dinas Komunikasi  

dan Informatika 

 

 

Perubahan Renstra  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang  

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)  yang 

disusun setiap tahun sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. 
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1.2   Landasan Hukum  

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4355);  

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3952);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);  

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan keuangan Daerah. 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 13 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2017 

Nomor 3 Seri E);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah 

Provinsi Nomor 10 Seri E) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2020 

Nomor 4 Seri E); 
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21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2007 Nomor 04 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 

Nomor 8, tambahan lembaran daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-

2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);  

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pangkalpinang 

(Lembaran daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 nomor 18), 

sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1) 

25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor  15 Tahun  2020 Tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur 

Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.  

26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2021. 

 

1.3   Maksud  dan Tujuan 

a. Maksud. 

Menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 untuk kurun waktu lima 
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tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang. 

 

b. Tujuan. 

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan 

statistik dan urusan persandian selama kurun waktu tahun 2018-2023 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung Visi dan Misi 

Walikota Pangkalpinang. 

- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan dalam  kurun waktu tahun 2018-2023 untuk pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan 

evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang.  

- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 

tahun 2018-2023. 

 

1.4 Sistimatika Penulisan 

Pembuatan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I    PENDAHULUAN 

 Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta  

Sistematika Penulisan.  

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

 Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja 

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

 Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 

tahun 2015-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, 

dan Penentuan Isu-isu Strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  

 Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. 

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 Berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
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 Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. 

BAB VIII  PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

   Page 11 
 

 

 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pangkalpinang, memiliki 

tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang  persandian dan 

urusan pemerintahan bidang statistik. 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;  

c. Bidang Penyelenggaraan e-Government; 

d. Bidang Persandian dan statistic;  

e. Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. Unit pelaksana Teknis Dinas. 

2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  Pelaporan  dan Keuangan; 

3. Kepala Bidang Pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi  Publik membawahi 

3 (tiga) Seksi meliputi : 

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; 

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; 

c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media. 
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4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi 3 (tiga) Seksi 

meliputi : 

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; 

b. Seksi  Pengembangan  dan  Pengelolaan   Data   dan Aplikasi; 

c. Seksi Layanan e-Government. 

5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi : 

a. Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian; 

b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian;  

c. Seksi Statistik. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis 

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika 

berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika. 

b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota 

Pangkalpinang dan kebijakan Walikota. 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota     

Pangkalpinang     bidang     Komunikasi     dan Informatika. 

d. Penetapan   rencana   kerja   dinas   Komunikasi   dan Informatika      

menurut      skala      prioritas      dan mendistribusikannya kepada 

bawahan. 

e. Pembinaan     dan     pelaksanaan     tugas     dibidang Komunikasi dan 

Informatika. 

f. Pelaksanaan   perencanaan   bidang   Komunikasi   dan Informatika. 

g. Pengkoordinasian  dan  pelaksanaan  Komunikasi  dan Informatika  di  

lingkungan  Kota  termasuk  dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan 
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan  tugas  

dan pemberian  pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan  koordinasi  kegiatan  Dinas  Komunikasi dan 

Informatika; 

b. Penyusunan  rencana  program  dan  anggaran  Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, 

hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Komunikasi 

dan Informatika; 

d. Penyelenggaraan  urusan  keuangan,  perbendaharaan, akuntansi, 

verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas 

Komunikasi dan Informatika; dan; 

e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan  Kepala  

Dinas  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya    berdasarkan    prosedur    

dan    ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,  kerumahtangggan,  

kepegawaian,  arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 

b. Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  umum  yang meliputi  

pengelolaan  naskah  dinas,  penataan kearsipan, penyelenggaraan 

kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi 

dan Informatika. 
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c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan 

pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi,kenaikan gaji berkala, 

cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai); 

d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan 

daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; 

e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pemberian pelayanan informasi kepada public, pelaksanaan verifikasi 

bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang 

dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi,  penyediaan 

informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, 

penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Komunikasi secara berkala; dan 

f. Pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  administrasi  Umum dan 

Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika. 

 

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan  

mempunyai  tugas  penyusunan  rencana program dan evaluasi dan 

pelaporan, melakukan pengelolaan  administrasi  keuangan  Dinas  

Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :  

a. Penyusunan    bahan    perencanaan    program    dan kegiatan 

(Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana 

Umum Penganggaran, Rencana Kegiatan 

anggaran/DokumenPelaksanaan anggaran Kesekretariatan) Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

b. Penyusunan  bahan  evaluasi  pelaksanaan  program dan kegiatan 

(Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan 

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan 
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Pemerintah Daerah,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

d. Pelaksanaan   analisis   keuangan   Komunikasi   dan Informatika; 

e. Perbendaharaan,  verifikasi,  akuntansi,  monitoring evaluasi anggaran 

Dinas Komunikasi dan Informatika; 

f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun Dinas Komunikasi 

dan Informatika; dan 

g. Pelaksanaan     administrasi     pengelolaan     barang milik/kekayaan    

daerah    Dinas    Komunikasi    dan Informatika. 

 

5. Kepala  Bidang  Pengelolaan  Informasi  dan  Komunikasi Publik 

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah 

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah, pelayanan  informasi  publik  kepada  seluruh  unit 

organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :  

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik 

di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung   

kebijakan   nasional   dan   pemerintah daerah,   pelayanan   informasi   

publik,   Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik di Kota; 

b. Penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan 

informasi untuk mendukung   kebijakan   nasional   dan   pemerintah 

daerah,   pelayanan   informasi   publik,   penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota; 

c. Penyiapan    bahan    penyusunan    norma,    standar, prosedur, dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi 
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publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 

mendukung   kebijakan   nasional   dan   pemerintah daerah,   

pelayanan   informasi   publik,   penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik di Kota; 

d. Penyiapan  bahan  pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di 

bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah 

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional 

dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten 

lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota; 

e. Pemantauan,   evaluasi,   dan   pelaporan   di   bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan 

informasi untuk mendukung   kebijakan   nasional   dan   pemerintah 

daerah,   pelayanan   informasi   publik,   penyediaan konten lintas 

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota ; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

6. Kepala  Seksi Pengelolaan  Informasi  Publik  mempunyai  tugas 

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan 

pelaporan di lingkup Pengelolaan Informasi Publik. Kepala Seksi 

Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan    bahan    perumusan    dan    pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi 

publik ; 

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik; 

c. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi Pengelolaan 

Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah 

daerah serta pelayanan informasi publik di Kota ; 

d. Menyelenggarakan     layanan     pemantauan     tema komunikasi 

publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah ; 

e. Pengolahan   dan   analisis   data   informasi   untuk mendukung 

komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah ; 
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f. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas 

sektoral lingkup nasional dan daerah ; 

g. Pengelolaan   Informasi   Publik   untuk   Implementasi Undang-

Undang   nomor   14   tahun   2008   tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-

Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota. 

 

7. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas  

melakukan  koordinasi  penyusunan  rencana program dan evaluasi dan 

pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi Publik. Kepala Kepala Seksi 

Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan    bahan    perumusan    dan    pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini 

dan aspirasi publik. 

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan 

aspirasi publik. 

c. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. 

d. Menyelenggarakan  layanan  monitoring  isu  publik  di media (media 

massa dan sosial). 

e. Pengumpulan pendapat umum survei, jajak pendapat).  

f. Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang. 

 

8. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan  rencana  program  

dan  evaluasi  dan pelaporan di lingkup Layanan Informasi Publik dan 

Hubungan Media. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan 

Media mempunyai fungsi : 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

   Page 18 
 

 

 

a. Penyiapan    bahan    perumusan    dan    pelaksanaan kebijakan 

Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota. 

b. Penyusunan  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria Penyediaan 

Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di 

Kabupaten/Kota. 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyediaan Konten   Lintas   

Sektoral   dan   Pengelolaan   Media Komunikasi Publik di 

Kabupaten/Kota. 

d. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi Penyediaan 

Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di 

Kabupaten/Kota. 

e. Menyelenggarakan    penyiapan    bahan    perumusan kebijakan di 

bidang layanan hubungan media. 

f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan 

akses informasi. 

g. Layanan  perencanaan  komunikasi  publik  dan  citra positif 

pemerintah daerah. 

h. Pengemasan  ulang  konten  nasional  menjadi  konten lokal, 

pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik 

Pemda/media internal dan 

i. Diseminasi    informasi    kebijakan    melalui    media pemerintah 

daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota. 

 

9. Kepala Bidang  Penyelenggaraan e-Government mempunyai  tugas  

penyiapan  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan 

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan 

Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan 
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Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi Layanan Publik dan 

Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government,  Layanan  

Sistem  Komunikasi  Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang   

Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  di  bidang Layanan 

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan   pengembangan   intranet   dan   

penggunaan akses  internet,  Layanan  Pengembangan  dan Pengelolaan  

Aplikasi  Generik,  Spesifik  dan  Suplemen yang terintegrasi, Layanan 

Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik 

dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, 

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota; 

b. Penyiapan    bahan    penyusunan    norma,    standar, prosedur, dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data 

Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Layanan   pengembangan   intranet   dan   

penggunaan akses  internet,  Layanan  Pengembangan  dan Pengelolaan  

Aplikasi  Generik,  Spesifik  dan  Suplemen yang terintegrasi, Layanan 

Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik 

dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, 

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota; 

c. Penyiapan  bahan  pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di 

bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery 

Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan 

Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, 

Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan 

Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- 

Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota; 

d. Pemantauan,   evaluasi,   dan   pelaporan   di   bidang layanan  

Infrastruktur  dasar  Data  Center,  Disaster Recovery Center dan TIK 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan   pengembangan   intranet   dan   

penggunaan akses  internet,  Layanan  Pengembangan  dan Pengelolaan  
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Aplikasi  Generik,  Spesifik  dan  Suplemen yang terintegrasi, Layanan 

Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik 

dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, 

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota ; 

e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan   

publik   dan   kegiatan   Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya 

TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Kabupaten/Kota,  Penyelenggaraan  Ekosistem TIK Smart City di 

kota; 

f. Penyiapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang layanan   

hubungan   media,   Penguatan   Kapasitas Sumber  Daya  Komunikasi  

Publik  dan  penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang. 

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

10. Kepala  Seksi  Infrastruktur  dan  Teknologi  mempunyai tugas  

melakukan  koordinasi  penyusunan  rencana program dan evaluasi dan 

pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar 

data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan  

intranet  dan  penggunaan  akses internet di Kota. 

b. Pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  fungsi layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 
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layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di 

Kota. 

c. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di 

Kota. 

d. Menyelenggarakan     layanan     pengembangan     dan 

penyelenggaraan   Data   Center   (DC)   dan   Disaster Recovery Center 

(DRC). 

e. Layanan   pengembangan   dan   inovasi   TIK   dalam implementasi e-

Government. 

f. Layanan     peningkatan     kapasitas     SDM     dalam pengelolaan  

infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud 

Computing. 

g. Layanan  pengelolaan  akses  internet  pemerintah  dan public, Layanan 

filtering konten negatif  dan 

h. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. 

 

11. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi 

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan  rencana  program  

dan  evaluasi  dan pelaporan  di  lingkup  Pengembangan  dan  Pengelolaan 

Data dan Aplikasi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan 

Aplikasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi  generik,  spesifik  dan  

suplemen  yang terintegrasi. 

b. Penyusunan  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria, dan   pemberian   

bimbingan   teknis   dan   supervisi. 

c. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi. 
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d. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi Layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen 

yang terintegrasi. 

e. Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan di Kota. 

f. Menyelenggarakan   layanan   pengembangan   aplikasi pemerintahan 

dan pelayanan publik yang terintegrasi. 

g. Layanan  pemeliharaan  aplikasi  kepemerintahan  dan publik. 

h. Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, 

Layanan recovery data dan informasi. 

i. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non 

pemerintahan. 

j. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam  

pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pemerintahan dan Sistem Informasi 

Publik. 

k. Layanan  interoperabilitas,  Layanan  interkonektivitas layanan publik 

dan kepemerintahan dan 

l. Layanan  Pusat  Application  Programm  Interface  (API) daerah. 

 

12. Kepala Seksi  Layanan  e-Government mempunyai tugas melakukan 

koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi  dan  pelaporan  di  

lingkup  Layanan  e- Government. Kepala Seksi Layanan e-Government 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan 

e-Government dan layanan  sistem komunikasi intra pemerintah di 

Kota 

b. Pemberian  bimbingan  teknis  dan  supervisi  layanan keamanan 

informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah di Kota. 
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c. Pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  terkait  fungsi layanan 

keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah di Kota. 

d. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik layanan 

penanganan insiden keamanan informasi. 

e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang 

keamanan informasi. 

f. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah 

Daerah. 

g. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif 

dan produktif. 

h. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah  dan 

i. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh 

aparatur pemerintahan. 

 

13. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas tata kelola 

persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan 

evaluasi penyelenggaraan persandian  dalam  rangka  penjaminan  

keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta 

penyelenggaraan pengumpulan dan penyediaan data statistik skala kota. 

Kepala Bidang    Persandian dan Statistik mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan  tata  kelola  persandian  dalam  rangka penjaminan    

keamanan    informasi    di    lingkungan pemerintah daerah. 

b. Pelaksanaan   operasional   pengamanan   komunikasi sandi dan 

pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian ; 

c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistic skala kota 

; 

d. Penyiapan  bahan  pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi  di  

bidang  Persandian  dan  Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota. 

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian  dan 

Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota . 
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f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di 

kabupaten/kota  dan 

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

14. Kepala  Seksi  Tata  Kelola  dan  Operasional  Persandian mempunyai 

tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan 

keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola 

Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional 

Persandian mempunyai fungsi: 

a. Perumusan    kebijakan    keamanan    informasi    di lingkungan 

pemerintah daerah. 

b. Perumusan  peraturan  teknis  tata  kelola  persandian untuk 

pengamanan informasi. 

c. Pengelolaan informasi berklasifikasi; 

d. Pengelolaan sumber daya persandian; 

e. Koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  jabatan  fungsional Sandiman. 

f. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan 

pengamanan komunikasi sandi. 

g. Pelaksanaan    operasional    pengelolaan    komunikasi sandi. 

h. Pelaksanaan   operasional   pengamanan   komunikasi sandi dan 

i. Koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  jabatan  fungsional sandiman. 

 

15. Kepala   Seksi  Pengamanan   dan    Pengawasan    Persandian 

mempunyai  tugas  melaksanakan operasional pengamanan komunikasi 

sandi dan pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 

persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan       peraturan       teknis       pengamanan komunikasi 

sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi. 

b. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi 

penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode 

pengamanan persandian lainnya. 
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c. Pengamanan informasi elektronik; 

d. Pengelolaan  Security  Operation  Center  (SOC)  dalam rangka 

pengamanan informasi dan komunikasi. 

e. Pemulihan  data  atau  sistem  jika  terjadi  gangguan operasional 

persandian dan keamanan informasi. 

f. Koordinasi  pelaksanaan  kegiatan  jabatan  fungsional Sandiman. 

g. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian. 

h. Pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan 

persandian; 

i. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola  

persandian,  pengelolaan  sumber  daya persandian dan operasional 

pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan 

j. Koordinasi   pelaksanaan   pengawasan   dan   evaluasi 

penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian. 

 

16. Kepala Seksi   Statistik mempunyai tugas pengumpulan data dan 

penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai 

fungsi : 

a. Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik. 

b. Penyelenggaraan  kerjasama  antar  lembaga  untuk mengembangkan 

statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik 

skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat 

kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat,   pemberian   

dukungan   survey   sosal dan ekonomi, penyelenggaraan statistic 

sektoral skala kota, pengembangan  jejaring  statistik  khusus  skala  

kota dan 

c. Pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  lingkup  Data  dan Statistik. 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

   Page 26 
 

 

 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

   Page 27 
 

 

 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu 

organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja.  Sumber daya manusia 

merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi 

berbagai tantangan.  Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi 

suatu organisasi harus  ditopang oleh sumber daya manusia yang 

berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok 

masing-masing.  Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup. 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian 

Lepas (PHL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang 

belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia Dinas 

Komunikasi dan Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut 

diisi oleh Pegawai harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.  

Pada tahun 2021 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang sejumlah 61 (enam puluh satu) orang, terdiri dari 33 

orang PNS dan 28 orang PHL. 

 

Gambar 2.1 

Jumlah PNS dan PHL Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang Tahun 2021 

 

SDM; PNS; 

33; 54%

SDM; PHL; 

28; 46%

PNS PHL
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Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota 

Pangkalpinang telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber daya 

Manusia melalui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi 

Pegawai Kominfo dan Pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten.  

Selain itu terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang 

pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan 

laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didominasi oleh 

lulusan Sarjana dan diikuti dengan lulusan Diploma III, SMA dan pasca 

sarjana yang dapat dilihat  dilihat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

Tahun 2021 

No Tingkat 

Pendidikan 

PNS PHL Jumlah 

L P L P 

1 SD Sederajat 0 - 1 - 1 

2 SMP Sederajat - - - - 0 

3 SMA Sederajat 1 2 6 2 11 

4 D3 3 3 3 1 10 

5 S1 12 9 6 9 36 

6 S2 3 - - - 3 

7 S3 0 - - - 0 
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Gambar 2.2.  

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

Tahun 2021 
 

 SMP Sederajat, 0, 

0%

SMA Sederajat, 6, 

15%

 DIII, 7, 18%

 S1, 21, 54%

S2, 5, 13%
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Gambar 2.3.  

Jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL)Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

Tahun 2021 
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Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III 

yaitu sejumlah 21 orang pada tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 2.2. 

berikut ini. 

 

Tabel 2.2 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

Tahun 2021 
 

No Golongan L P Jumlah 

1 Golongan II 3 4 7 

2 Golongan III 10 10 20 

3 Golongan IV 6 - 6 

 

 

Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut ini: 

 

Tabel 2.3 

Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang Tahun 2021 

 

 

    

NO Nama Unit Organisasi dan Nama 

Jabatan 

Bezetting Pegawai 

Saat ini 

Kebutuhan 

Pegawai 
Berdasarkan ABK 

1 2 3 4 

  Jumlah Seluruhnya 33 49 
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  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang 

    

  Kepala Dinas 1 1 

       Sekretaris 1 1 

        Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 1 

                 Analis Sumber Daya Manusia 0 1 

                 Pengelola Kepegawaian 0 1 

                 Pengelola Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah 

0 1 

                 Pengadministrasi Umum 1 1 

                 Analis Kebijakan Muda 1 1 

        Kasubbag PEP dan Keuangan 1 1 

                 Bendahara Pengeluaran 0 1 

                 Analis Perencana, Evaluasi 
dan Pelaporan 

0 1 

                 Pengadministrasi Keuangan 1 1 

                Pengelola Bahan Perencana 1 1 

       Kabid Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

1 1 

        Kasi Pengelolaan Informasi 

Publik 

0 1 

                 Penyusun Bahan Informasi 
Publik 

0 1 

                 Pengolah Informasi dan 

Komunikasi 

0 1 

        Kasi Pengelolaan Komunikasi 

Publik 

1 1 

                 Analis Publikasi 0 1 

                 Pengelola Pengaduan Publik 0 1 

        Kasi layanan Informasi Publik dan 

Hubungan Media 

1 1 

                 Analis Pelayanan Publik 1 1 

                 Penata Liputan 1 1 
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       Kabid Penyelenggaraan e-

Government 

1 1 

           JFT Pranata Komputer Muda 1 2 

           JFT Pranata Komputer Pelaksana 0 1 

        Kasi Infrastuktur dan Teknologi 1 1 

                 Pengawas Teknologi 

Informasi 

0 1 

                  Pengelola Sistem dan 

Jaringan 

0 1 

        Kasi Pengembangan dan 

Pengelolaan Data dan Aplikasi 

1 1 

                 Analis Penerapan Aplikasi 

dan Konten 

0 1 

                Pengelola data 0 1 

        Kasi Layanan e-Government 1 1 

                 Penyuluh Teknik Informatika 0 1 

                Pengelola Data Fasilitas 

Dukungan Pemerintah 

0 1 

       Kabid Persandian dan Statistik 1 1 

          JFT Sandiman 0 2 

         JFT Pranata Komputer Pelaksana 1 1 

       Kasi Tata Kelola dan Operasional 

Persandian 

1 1 

                 Penelaah Standar 
Telekomunikasi 

0 1 

                 Operator Sandi dan 
Telekomunikasi 

0 1 

                 Pengadministrasi Umum 1 1 

       Kasi Pengamanan dan Pengawasan 

Persandian 

1 1 

                 Pengolah data Keamanan 

Siber dan Sandi 

0 1 

        Kasi Statistik 1 1 
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                 Analis Statistik 2 1 

                 Pengadministrasi Umum 1 1 

    

 

b. Sarana dan Prasarana Kantor 

Sarana dan Prasarana Kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk 

mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu 

organisasi.  Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta 

digunakan oleh pegawai dalam menyelesaikan tugas pokok dan 

fungsinya.  Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain 

untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, 

pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian. 

Di dalam dunia perkantoran, segala kegiatan operasional yang bertujuan 

untuk keberhasilan kantor tentu sangat dipengaruhi oleh pegawainya. 

Disamping itu, salah satu motivasi tinggi pegawai dalam bekerja 

didukung oleh fasilitas yang tersedia di kantor. Untuk itu, guna 

mencapai tujuan organisasi,  suatu kantor harus dapat menjamin dan 

menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan pegawainya dalam 

bekerja. Karna jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga Pegawai 

saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu Pegawainya 

akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak 

dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu 

sendiri tidak tercapai. 

Adapun Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 memiliki perincian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

   Page 34 
 

 

 

Tabel 2.4 

Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang Tahun 2020 

 

NO URAIAN VOLUME SATUAN 

I. PERALATAN DAN MESIN     

a. Alat Angkutan     

- Jeep 1 Unit 

- Mini Bus -1 1 Unit 

- Mini Bus -2 1 Unit 

- Sepeda Motor -1 1 Unit 

- Sepeda Motor -2 1 Unit 

b. Alat Kantor & Rumah Tangga   

- Lemari Besi 12 Unit 

- Rak Besi/Metal 1 Unit 

- Filling Besi/Metal 8 Unit 

- Brankas 1 Unit 

- Papan Informasi 3 Unit 

- CCTV 1 Set 

- Lemari Kayu 3 Unit 

- Meja Rapat 1 Unit 

- Meja Panjang 2 Unit 

- Kursi Rapat 39 Unit 

- Kursi Lipat 2 Unit 

- Meja Komputer 1 Unit 

- Meja 1/2 Biro 25 Unit 

- Meja Biro 4 Unit 

- Meja Kursi Tamu/Sofa 1 Unit 

- Kursi Kerja 32 Unit 

- AC Unit 14 Unit 

- Kipas Angin 5 Unit 

- Tangga Alumunium 1 Unit 
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- Dispenser 1 Unit 

- Mesin Air 1 Unit 

- Smart Monitor 1 Unit 

- PC Unit/Komputer PC 8 Unit 

- Laptop 11 Unit 

- Note Book 1 Unit 

- Printer 17 Unit 

- Scanner 1 Unit 

- Unit Power Supply 6 Unit 

- Speaker 1 Unit 

- Peralatan Personal Komputer 1 Unit 

- USB Wifi 5 Unit 

- Tool Kit Set Komputer 1 Unit 

- Firewall 1 Unit 

- Server 3 Unit 

- Hub 1 Unit 

- Swicth Hub 1 Unit 

- Modem Internet Mobile 3 Unit 

- Peralatan Jaringan Lain-Lain 1 Set 

- Meja Kerja 13 Unit 

- Meja Kerja Operator 3 Unit 

- Lemari Buku Perpustakaan 1 Unit 

- Alat Studio & Komunikasi   

- Camera 4 Unit 

- LCD Projector 1 Unit 

- Handycam 1 Unit 

- Voice Recorder 1 Unit 

- Sound System Portable 1 Unit 

- Kamera Drone 1 Unit 

- Layar LCD Projector 1 Unit 

      

II BANGUNAN DAN GEDUNG (KIB C)   
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a Bangunan Gedung  Unit 

- Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Unit 

- B. Gedung Kantor Semi Permanen 1 Unit 

- (Partisi dan backdrop)  Unit 

- Teralis Pintu/Jendela 1 Unit 

- Tempat Parkir 1 Unit 

- Alat Penangkal Petir 1 Unit 

b Bangunan Monumen   

- Papan Informasi Menara 1 Unit 

      

III JALAN, IRIGASI dan JARINGAN (KIB D)   

a Instalasi   

- Penambahan Daya Listrik 1 Unit 

- Telepon/Fak 2 Unit 

- Jaringan Internet -1 1 Unit 

- Jaringan Internet -2 2 Unit 

      

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan 

dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun 

informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian 

berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan 

pada urusan komunikasi dan informatika ditandari melalui pengembangan 

komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang 

komunikasi dan informatika.  

Percepatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang telah 

dilakukan oleh Kota Pangkalpinang beberapa diantaranya adalah 

diijinkannya 100 BTS dari tahun 2013 hingga 2017 guna mendukung 

kualitas jaringan telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Selain itu, cakupan 
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layanan komunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik setiap 

tahunnya yaitu 100% pada tahun 2013 hingga 2017. Cakupan layanan 

komunikasi yang baik kemudian juga didukung dengan prsentase 

pengaduan informasi publik yang terus dapat ditangani 100% setiap 

tahunnya di Kota Pangkalpinang.  

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di 

lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan 

website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk 

mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun 

pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan 

informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terdapat 5 

perangkat daerah yang telah memiliki website dan aktif melakukan update, 

jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2017 terdapat 10 perangkat daerah 

yang telah memiliki dan aktif menggunakan website.  

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tentunya perlu 

didukung oleh SDM yang mumpuni dalam bidang TIK. Kota 

Pangkalpinang melakukan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok 

Informasi di Tingkat Kecamatan. Berdasarkan data, terlihat adanya 

peningkatan setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemberdayaan 

kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dimana pada tahun 

2013 belum terdapat adanya pengembangan dan pemberdayaan kelompok 

informasi kemudian pada tahun 2017 menjadi 43%. Selanjutnya, SDM yang 

telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK di Kota 

Pangkalpinang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat 

baik hingga pada tahun 2017 telah mencapai 100%.  

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran 

radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka 

yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah 

pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota 

Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media 
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massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (wesite, online); media 

tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, 

ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, 

brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya 

peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui 

berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media 

baru seperti website atau media online karena dinilai lebih efisien dan 

mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.  

Presentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota 

Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2013 terlihat bahwa terdapat 45% penduduk yang telah menggunakan 

HP atau telepon, kemudian meningkat menjadi 80% pada tahun 2017. Hal 

tersebut sejalan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet 

yang terus meningkat dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 

2017. Hal tersebut didukung dengan rasio sarana dan prasarana komunikasi 

yang terus menunjukkan peningkatan diantaranya rasio wartel/wanet 

terhadap penduduk, jumlah provider telekomunikasi, serta jumlah jaringan 

komunikasi yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Selain itu, pameran dan 

expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung 

pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang.  
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Tabel 2.4   

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 2013-2017 

 

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Target IKK Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke- 

Rasio Capaian Pada Tahun ke- Ket. 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Persentase BTS yang memiliki ijin 

dan perpanjangan  

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

2 Website Perangkat Daerah * * 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 100 100 100 100 100 Website 

3 Website PD yang aktif  * * 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 100 100 100 100 100 Website 

4 Jumlah surat kabar nasional/ local * * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 100  

5 Jumlah penyiaran radio/ TV * * 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 100 100 100 100 100 Radio/ 

TV 

6 Persentase  PD Pelayanan Publik 

yang memiliki portal website 

* * 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100 100 100 100 100 % 

7 Cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan 

* * 0 0 14 14 43 0 0 14 14 43 100 100 100 100 100 % 

8 Persentase SDM yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan 

* * 80 80 80 100 100 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 % 
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dalam bidang TIK 

9 Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan 

Pendistribusian Informasi melalui : 

* *           100 100 100 100 100  

 - Media massa seperti majalah, 

radio dan televisi 

* * 8 8 8 17 25 8 8 8 17 25 100 100 100 100 100 % 

 - Media baru seperti website (media 

online) 

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

 - Media tradisonal seperti 

pertunjukan rakyat 

* * 8 8 8 17 25 8 8 8 17 25 100 100 100 100 100 % 

 - Media interpersonal seperti 

sarasehan, ceramah / diskusi dan 

lokakarya 

* * 8 8 8 17 25 8 8 8 17 25 100 100 100 100 100 % 

 - Media luar ruang seperti media 

buletin, leaflet, booklet, brosur, 

spaduk dan baliho 

* * 8 8 8 17 25 8 8 8 17 25 100 100 100 100 100 % 

10 Persentase pengaduan informasi 

publik yang tertangani 

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

11 Cakupan layanan telekomunikasi * * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

12 Persentase penduduk yang 

menggunakan HP/Telepon 

* * 45 60 70 75 80 45 60 70 75 80 100 100 100 100 100 % 

13 Proporsi rumah tangga yang 

memiliki akses internet 

* * 20 30 50 55 60 20 30 50 55 60 100 100 100 100 100 % 

14 Jumlah Provider Telekomunikasi 

Yang Ada di Pangkalpinang 

* * 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 100 100 100 100 100 Jumlah 

15 Jumlah Jaringan Komunikasi * * 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 100 100 100 100 100 Jumlah 
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16 Pameran/expo * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 Jumlah 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 2018-2020 

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Target IKK Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke- 

Realisasi Renstra Perangkat 

Daerah Tahun ke- 

Rasio Capaian Pada Tahun ke- Ket. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 Persentase BTS yang memiliki ijin 

dan perpanjangan  

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

2 Website Perangkat Daerah * * 5 5 5 5 5 5 100 100 100 Website 

3 Website PD yang aktif  * * 5 5 5 5 5 5 100 100 100 Website 

4 Jumlah surat kabar nasional/ 

local 

* * 6 6 6 6 6 6 100 100 100  

5 Jumlah penyiaran radio/ TV * * 7 7 7 7 7 7 100 100 100 Radio/TV 

6 Persentase  PD Pelayanan Publik 

yang memiliki portal website 

* * 0 0 1 0 0 1 100 100 100 % 

7 Cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan 

* * 0 0 14 0 0 14 100 100 100 % 

8 Persentase SDM yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan 

dalam bidang TIK 

* * 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 % 
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9 Jumlah pelaksanaan Diseminasi 

dan Pendistribusian Informasi 

melalui : 

* *       100 100 100 100  

 - Media massa seperti majalah, 

radio dan televisi 

* * 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 % 

 - Media baru seperti website 

(media online) 

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

 - Media tradisonal seperti 

pertunjukan rakyat 

* * 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 % 

 - Media interpersonal seperti 

sarasehan, ceramah / diskusi 

dan lokakarya 

* * 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 % 

 - Media luar ruang seperti media 

buletin, leaflet, booklet, brosur, 

spaduk dan baliho 

* * 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 % 

10 Persentase pengaduan informasi 

publik yang tertangani 

* * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

11 Cakupan layanan telekomunikasi * * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % 

12 Persentase penduduk yang 

menggunakan HP/Telepon 

* * 45 60 70 45 60 70 100 100 100 100 % 

13 Proporsi rumah tangga yang 

memiliki akses internet 

* * 20 30 50 20 30 50 100 100 100 100 % 

14 Jumlah Provider Telekomunikasi 

Yang Ada di Pangkalpinang 

* * 5 5 6 5 5 6 100 100 100 100 Jumlah 

15 Jumlah Jaringan Komunikasi * * 5 5 6 5 5 6 100 100 100 100 Jumlah 

16 Pameran/expo * * 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 Jumlah 
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Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6  

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2018 

Uraian Anggaran Pada tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Persentase 

Realisasi Anggaran 

Pada Tahun ke 

Pertumbuhan 

Anggaran 

(2017-2018) 

Pertumbuhan 

Realisasi Anggaran 

(2017-2018) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

BELANJA DAERAH 4.433.456.723 5.269.759.462 3.360.274.180 4.632.792.980 75,79% 87,91% 836.302.739 1,272,518,800.00  

Belanja Tak Langsung 3.147.483.123 2.690.955.042 2.269.177.180 2.577.315.081 72,09% 95,78% (456.528.081) 

 

308,137,901.00  

- Belanja Pegawai 3.147.483.123 2.690.955.042 2.269.177.180 2.577.315.081 72,09% 95,78% (456.528.081) 

 

308,137,901.00  

       -  

Belanja Langsung 1.285.973.600 2.578.804.420 1.091.097.000 2.055.477.899 84,85% 79,71% 1.292.830.820 964,380,899.00  

- Belanja Pegawai 350.310.100 602.724.400 319.964.632 451.344.235 91,34% 74,88% 252.414.300 131,379,603.00  

- Belanja Barang Jasa 710.818.500 1.559.792.420 569.410.168 1.213.312.174 80,11% 77,79% 848.973.920 643,902,006.00  

- Belanja Modal 224.845.000 416.287.600 201.722.200 390.821.490 89,72% 93,88% 191.442.600 189,099,290.00  
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Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020 

Uraian Anggaran Pada tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Persentase 

Realisasi Anggaran 

Pada Tahun ke 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Anggaran 

2017-2020 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Realisasi 

Anggaran 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

BELANJA DAERAH 6.568.655.256 4.894,043,446,88 5.565.110.108 4.553.437.721,00 84.72% 93.04% 404.006.251.37 450.624.686.33 

Belanja Tak Langsung 2.912.580.836 2.929.222.268,88 2.638.381.770 2.885.340.854,00 90.59% 98.50% 72.753.618.04 37.376 

- Belanja Pegawai 2.912.580.836 2.929.222.268,88 2.638.381.770 2.885.340.854,00 90.59% 98.50% 72.753.618.04 37.376 

 
    

  - - 

Belanja Langsung 3.656.074.420 1.964.821.178,00 2.926.728.338 1.668.096.867,00 80.05% 84.90% 635.604.687.33 450.587.310.33 

- Belanja Pegawai 697.312.744 211.175.000,00 629.109.744 177.935.000,00 90,22% 84.26% 284.342.566.67 134.929.612.67 

- Belanja Barang Jasa 2.435.386.676 1.643.076.008,00 1.834.921.150 1.380.474.867,00 75.34% 84.02% 255.230.110.67 158.913.104.33 

- Belanja Modal 523.375.000 110.570.170,00 462.697.444 109.687.000,00 88,41% 99.20% 165.720.010 156.744.593.33 
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Gambar 2.4 

Persentasi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

PangkalpinangTahun 2017 – 2020 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  

a. Tantangan (Threats) 

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi 

organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam 

eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut: 

- Perubahan sangat dinamis dan cepat yang mengancam perekonomian dan 

stabilitas sector keuangan, dampak Pandemi COVID-19 terhadap 

perencanaan dan pengannggaran, yang mengharuskan terjadi refocusing 

program dan realokasi anggaran sebagai salah satu opsi utama pendanaan 

penanganan COVID-19; 

- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, 

pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol 

internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi; 
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- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK,  

keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non 

elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah; 

- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system 

pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistk 

terintegrasi belum optimal. 

 

b. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar 

organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi 

dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut: 

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis 

elektronik, keterbukaan informasi public,  pengelolaan informasi dan 

komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia; 

- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan 

tantangan TIK  dalam pertumbuhan ekonomi. Distribusi sektor informasi 

dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang 

konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.; 

- Agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024, memperkuat infrastruktur 

untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 

memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public; 

penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan;  

- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

 

c. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran 

kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan 

dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang sebagai berikut: 
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- Rencana induk pembangunan kota cerdas, rencana strategis dan anggaran 

pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi 

informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan 

dan pemanfaatan TIK; 

- Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan 

pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic; 

- Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan dan pelayanan public  setelah terjadi Pandemi COVID-19; 

- Penyelenggaran pelayanan public, beberapa diantaranya sudah 

menggunakan system elektronik. 

 

d. Kelemahan  (Weaknesses) 

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran 

kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan 

dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang sebagai berikut 

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik  keterbukaan 

informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan 

keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersedian data sesuai 

prinsip satu data Indonesia, berbagipakai data dan kemudahan akses data 

belum terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik; 

- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum 

optimal; 

- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan 

pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik; 

- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia 

aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal. 
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3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

Pelayanan  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana pada tahun-tahun mendatang yang 

dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.  

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran 

dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara 

mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi. 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  yang berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu : 

a. Permasalahan terkait Sekretariat 

- Pola Pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) belum 

sepenuhnya mendukung birokrasi yang professional, bersih dan 

melayani; 

- Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur belum 

sepenuhnya diidentifikasi dan dijadikan pedoman operasional 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan 

public; 

- Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur gedung, peralatan 

dan perlengkapan kantor. 
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b. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan  Informasi  dan  

Komunikasi  Publik 

- Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,  

sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk 

semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat, konten 

informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang 

didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi; 

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,  

informasi yang jelas dan seragam dari pusat hingga daerah;  

- Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public, 

Penguatan koordinasi serta pelibatan lembaga, media dan kelompok 

informasi masyarakat. 

 

c. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan e-Government 

- Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra 

pemerintah daerah; 

- Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan 

system penghubung layanan pemerintah daerah; 

- Memperkuat infrastruktur TIK untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar, transformasi pelayanan public. 

 

d. Permasalahan terkait Bidang Persandian dan Statistik  

- Pemenuhan kelayakan operasional dan keamanan komunikasi 

pemerintahan daerah;  

- Pengamanan informasi elektronik dan non elektronik; 

- Pemanfaatan sertifikat elektronik; 
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- Kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan 

prinsip satu data Indonesia; 

- Kemudahan akses data, penyebarluasan data dan metadata di portal 

satu data Indonesia; 

- Penguatan kelembagaan, pembentukan forum data dan penguatan 

regulasi urusan statistic. 

 

e. Identifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada 

pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai 

dengan rencana pelaksanaan yang tercantum padam Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi 

lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada 

digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintah 

pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian 

lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain.  

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat 

untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan 

daerah dan untuk mendukung itu semua  Infrastuktur TIK harus 

kuat dan memadai.  

Perekembangan digitalisasi sangat berpengaruh dalam 

penyebarluasan informasi, karena informasi pada zaman ini 

tersebar dengan cepat.  Seperti zaman Pandemi COVID-19, 

informasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan dalam 

penaganan COVID-19. Penyediaan informasi dari pemerintah 

pusat dan daerah harus sesuai dengan strategi komunikasi 

sehingga tidak tersebar informasi hoaks.    
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3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.  

a. Visi 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023.  Visi 

dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) 

tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima  tahun mendatang 

(jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah 

dan/atau isu strategis Kota Pangjkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka 

menengah tersebut. 

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-

2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : 

 

 

 

 

 

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang 

Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi 

kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan 

yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.  Sejahtera juga dimaknai 

sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang 

semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi. 

Pangkalpinang Nyaman, merupakan kondisi kota yang memberikan  

kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan 
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suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat 

untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik 

maupun non fisik. 

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota 

Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah 

lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan 

tindakannya (self  determination), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan 

(equality) dan pemerataan (equity). 

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba 

kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang 

harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. 

Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya 

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial 

masing-masing.  

 

b. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang  dalam rangka 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan 

kemiskinan. 

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan 

perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya 

tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha 

kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, 

meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas 

klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta 
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pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan 

dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran 

dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan. 

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan 

peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan 

daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan  

wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.  

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya 

Good Governance. 

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-

prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan 

perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan 

kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, 

penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan 

kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam 

komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan 

reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam 

mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-

monitoring evaluasi, dan e-procurement) 

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang 

berkeadilan. 

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi 

pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan 

keadilan gender,  peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan 

minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.  
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5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan  pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, 

jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan 

konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang 

memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.  

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika 

mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera dan Makmur. Adapun misi 

RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ketiga yaitu: 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good 

Governance, dengan tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi 

pemerintahan daerah.  

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi 

dan Informatika dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.1 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  

dan Wakil Kepala Daerah 

 

No Misi, Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi 3 Meningkatkan 

tata kelola 

pemerintahan yang 

baik, menuju 

tercapainya Good 

Governance. 

 

Penyelenggaraan 
system 

pemerintahan 
berbasis elektronik  

keterbukaan 
informasi publik, 

pengelolaan 
informasi dan 

komunikasi, layanan 
keamanan informasi 

elektronik dan non 
elektronik, 

ketersedian data 
sesuai prinsip satu 

Efisiensi dan 

efektifitas dalam 

perencanaan dan 

penganggaran 

pembangunan 

dan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

infrastruktur 

teknologi 

informasi dan 

Rencana induk 

pembangunan 

kota cerdas, 

rencana strategis 

dan anggaran 

pembangunan 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

komunikasi 

informasi, 

persandian dan 

2 Tujuan: 

Meningkatkan 

implementasi 

reformasi birokrasi 
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pemerintahan daerah 

 

data Indonesia, 

berbagipakai data 
dan kemudahan 

akses data belum 

terintegrasi dan 

terfasilitasi dengan 
baik. 

 

komunikasi pada 

beberapa dimensi 

yang belum 

optimal. 

statistic, regulasi 

/kebijakan 

penyelenggaraan 

dan 

pemanfaatan 

TIK. 

 

3 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Publik  dan 

Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN) 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan 

bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan 

ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta 

ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional 

sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan 

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dengan tetap 

menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian 

bangsa. 

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 

2015—2019 adalah sebagai berikut :  

SS.1  Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem 

TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;  

SS.2  Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait 

kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, 

tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia;  

SS.3  Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang bersih dan efektif. 

Sesuai dengan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang mendukung pencapaian dua sasaran strategis, yaitu: 
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SS.1  Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem 

TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;  

SS.2  Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait 

kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, 

tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. 

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran 

renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi 

dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Kementerian 

Kominfo 

Permasalahan 

Pelayanan PD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

 SS.1  Tersedianya 
infrastruktur TIK 

serta 

pengembangan 

ekosistem TIK 
yang merata dan 

efisien di seluruh 

wilayah Indonesia;  

 SS.2  Tersedianya 

akses dan kualitas 

informasi publik 
terkait kebijakan 

dan program 

prioritas 

pemerintah yang 
baik, cepat, tepat 

dan obyektif 

kepada seluruh 
lapisan 

masyarakat 

Indonesia. 

 

Jaringan informasi 

dan komunikasi 

masyarakat yang 

belum merata dan 

terarah. 

 

Kemampuan  

masyarakat dan 

berinteraksi 

dengan TIK 

belum maksimal. 

 

Pembangunan 

pusat data center, 

call center, media 

center yang 

terintegrasi ke 

website 

pangkalpinangkot

a.go.id 
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3.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka 

Belitung 

Tujuan pembangunan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Bangka Belitung selama periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya publikasi, informasi dan komunikasi publik. 

2. Meningkatnya penerapan e-goverment di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

3. Meningkatnya layanan penyediaan data dan informasi statistik serta 

layanan persandian yang berkualitas 

 

Sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka 

Belitung yang akan dicapai selama periode tahun 2017-2022 adalah :  

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

2. Meningkatkan penerapan e-government di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

3. Meningkatkan Layanan Penyediaan data dan informasi serta layanan 

persandian. 

 

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat 

dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan Penanganannya 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi 

Permasalahan 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

 Meningkatkan 

pengelolaan informasi 

dan komunikasi publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meningkatkan 

penerapan e-

government di 

Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

 

 

 Meningkatkan 

Layanan Penyediaan 

data dan informasi 

serta layanan 

persandian. 

 

 

Penyediaan konten 

informasi terkait 

program dan 

kebijakan pemerintah 

yang didiseminasikan 

sesuai dengan strategi 

komunikasi; 

 

 

 

Jaringan intra 

pemerintah daerah 

belum optimal. 

  

 
 

Pola Komunikasi 

pemrintah daerah 

belum sepenuhnya 
memenuhi kelayakan 

operasional dan 

keamanan. 

 

Tingkat literasi 

digital 

penyelenggaraan 

dan pemanfaatan 
TIK,  keterbukaan 

informasi, 

keamanan 
informasi 

elektronik dan 

non elektronik 

serta satu data 
Indonesia yang 

masih rendah; 

 

 

 

  

 

Penguatan koordinasi serta 

pelibatan kelompok 

informasi masyarakat. 

  

 

 

 

 

 

Penyelenggaran pelayanan 

public, beberapa diantaranya 
sudah menggunakan system 

elektronik. 

 

 

Rencana induk 

pembangunan kota cerdas, 

rencana strategis dan 

anggaran pembangunan 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan komunikasi 

informasi, persandian dan 

statistic, regulasi /kebijakan 

penyelenggaraan dan 

pemanfaatan TIK. 
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3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang tahun 2011-

2030, Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi terdiri atas : 

1. Pengembangan jaringan terestrial melalui sistem jaringan serat optik. 

2. Pengembangan jaringan satelit berupa penyediaan ruang untuk menara 

telekomunikasi (base transceiver station (BTS) bersama yang diarahkan di: 

sekitar hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gerunggang; dan menara 

yang menyatu dengan menara fasilitas umum.  

 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi diatas diuraikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana 

Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Permasalahan  

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 

 Pengembangan 

jaringan terestrial 

melalui sistem 

jaringan serat optik. 

 

 Pengembangan 

jaringan satelit 

berupa penyediaan 

ruang untuk menara 

telekomunikasi 

(base transceiver 

station (BTS) 

bersama 

 

Jaringan intra 

pemerintah daerah 

belum optimal. 

  

. 

 

Efisiensi dan 

efektifitas dalam 

perencanaan dan 

penganggaran 

pembangunan dan 

pengembangan 

sarana dan 

prasarana 

infrastruktur 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

pada beberapa 

dimensi yang belum 

optimal. 

 

Agenda prioritas 

nasional RPJMN 2020-
2024, memperkuat 

infrastruktur untuk 

mendukung 
pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar; 

memperkuat stabilitas 

Polhukhankam dan 
transformasi pelayanan 

public; penguatan 

sinergitas, sinkronisasi, 
dan pemerataan 

informasi berkeadilan. 
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3.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak terdapat indikator 

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait Dinas Komunikasi 

dan Informatika yang terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.  

Visi dan misi Walikota Pangkalpinang adalah “Kota Pangkalpinang sebagai Kota 

Investasi dan Berwawasan Lingkungan”. Dari visi tersebut terdapat misi yang 

dapat dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang 

dan fungsinya. 

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Dari perkembangan permasalahan yang mempertimbangkan faktor penghambat 

dan pendorong yang ada maka disusunlah isu-isu strategis Tahun 2018 -2020 

sebagai berikut :  

a. Penyediaan layanan informasi dan komunikasi publik Kota Pangkalpinang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

b. Pemenuhan  layanan e-government dan infrastruktur  teknologi informasi 

dan komunikasi. 

c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. 

d. Pengawasan dan pengendalian keamanan informasi publik. 

e. Penyediaan data statistik lingkup Kota Pangkalpinang. 

f. Pemanfaatan persandian dalam penyajian informasi dan  komunikasi. 

 

Dengan adanya perubahan Renstra 2018 -2023, maka isu-isu strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah di sesuaikan menjadi isu-

isu strategis : 

a. Sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua 

konten informasi yang harus sampai ke masyarakat terkait dengan program 

dan kebijakan pemerintah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi 

komunikasi; 

b. Penguatan koordinasi serta pelibatan kelompok informasi masyarakat. 
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c. Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra pemerintah daerah; 

d. Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan system 

penghubung layanan pemerintah daerah; 

e. Memanfaatkan sertifikat elektronik; 

f. Kompilasi data administrasi secara independen agar tersedia data sektoral; 
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4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam 

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi 

pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra 

Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun 

waktu tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

 

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah 

Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 

Perubahan sebagaimana berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan / 

Sasaran 

Formula/ 

Rumus 
Satuan 

Kondisi   

Awal 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tahun 

2018 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target Target Target 

Menyediakan 

layanan 

informasi dan 

komunikasi 

publik yang 

efektif dan 

efisien 

- Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Permenpan 

No. 5 Tahun 

2018 

 Persen  NA 2,5 NA 2,9 NA 3,3 3,4 3,8 

- Tersedianya 

layanan publik  

yang bermutu 

dengan dukungan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

Persentase 

pemenuhan 

Kebijakan 

SPBE 

(Jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

dalam 1 tahun 

+ jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

tahun 

sebelumnya) x 

100% 

 Persen  NA 20  40  60 80 100 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan / 

Sasaran 

Formula/ 

Rumus 
Satuan 

Kondisi   

Awal 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tahun 

2018 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target Target Target 

 -  - Persentase  

pemenuhan 

Tata Kelola 

SPBE 

(Jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

dalam 1 tahun 

+ jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

tahun 

sebelumnya) x 

100% 

 

 Persen  NA  20  40   60 80 100 

 -  - Persentase 

pemenuhan  

layanan 

SPBE 

(Jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

dalam 1 tahun 

+ jumlah 

komponen 

yang terpenuhi 

tahun 

sebelumnya) x 

100% 

 

 Persen  NA  20  40   60 80 100 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan / 

Sasaran 

Formula/ 

Rumus 
Satuan 

Kondisi   

Awal 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tahun 

2018 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target Target Target 

 -  - Cakupan 

pengembanga

n dan 

pemberdayaa

n Kelompok 

Informasi 

Masyarakat 

di Tingkat 

Kecamatan 

Jumlah KIM 

yang aktif 

ditingkat 

kecamatan 

 Jumlah 

KIM yang 

aktif 

1 2  3  4 5 6 

 - Meningkatnya 

Kualitas tata 

kelola penyajian 

data dan laporan 

statistik 

lingkungan Kota 

Pangkalpinang 

Persentase 

penyajian 

data dan 

laporan  

statistik 

(Jumlah sajian 

data  dan 

laporan yang di 

capai dalam 1 

tahun / Jumlah 

kebutuhan data  

dan laporan 

yang di capai 

dalam 1 tahun) 

x 100% 

 Persen  NA 100  100  100 100 100 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan / 

Sasaran 

Formula/ 

Rumus 
Satuan 

Kondisi   

Awal 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

2019 2020 2021 2022 2023 

Tahun 

2018 
Target 

Reali

sasi 
Target 

Reali

sasi 
Target Target Target 

 - Meningkatnya 

tata kelola 

persandian di 

lingkungan Kota 

Pangkalpinang 

Persentase 

perangkat 

daerah yang  

menggunakan 

sistem 

persandian  

dalam 

penyajian 

informasi dan 

komunikasi 

(Jumlah OPD 

yang 

menggunakan 

sistem 

persandian 

dalam 1 tahun 

/ jumlah 

kebutuhan 

dalam 1 tahun) 

x 100% 

 Persen  NA 100  100  100 100 100 

 - Meningkatkan 

manajemen dan 

administrasi 

pemerintahan 

yang baik dan 

dapat 

dipertanggungjaw

abkan 

Persentase 

kepuasan 

ASN 

terhadap 

layanan 

manajemen 

dan 

administrasi 

pemerintahan 

(Jumlah survei 

kepuasan ASN 

di OPD dalam 

1 

tahun/jumlah 

target survey 

kepuasan ASN 

dalam 1 tahun) 

x 100% 

 Persen  NA 100 NA 100 NA 100 100 100 
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Tabel 4.1 Perubahan 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja Tujuan / 

Sasaran 

Formula/Rumus Satuan 

Kondisi   

Awal 
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

Tahun 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

Meningkatkan 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

- Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

Permenpan No. 5 

Tahun 2018 

Indeks 

 

NA 1,9 2 2,2 2,5 2,7 

 Meningkatnya 

keterpaduan dan 

efisiensi sistem 

pemerintahan berbasis 

elektronik. 

Persentase 

perangkat daerah 

(satuan /unit 

kerja) yang 

terhubung dalam 

jaringan intra 

pemerintah. 

Jumlah PD (satuan 

/unit kerja) yang 

sudah terintegrasi 

dalam sistem 

jaringan intra 

pemerintah / 

Jumlah OPD x 

100% 

Persen 

 

NA NA 9 15 30 100 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja Tujuan / 

Sasaran 

Formula/Rumus Satuan 

Kondisi   

Awal 
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

Tahun 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

  Persentase 

perangkat daerah 

yang tehubung 

dalam jarring 

komunikasi sandi. 

Jumlah perangkat 

daerah (satuan 

/unit kerja) yang 

menggunakan 

jaringan 

komunikasi sandi 

(persandian) / 

Jumlah perangkat 

daerah (satuan 

/unit kerja) x 100 

Persen NA NA NA 100 100 100 

 Meningkatnya layanan 

informasi dan 

komunikasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

yang efektif dan efisien. 

Persentase data 

dan informasi 

(penyelenggaraan 

pemerintahan) 

yang 

dikomunikasikan 

/didiseminasikan 

dengan baik. 

Jumlah data dan 

informasi yang 

dikomunikasikan  

/didiseminasikan 

(prioritas 

komunikasi 

pemerintah daerah) 

/Jumlah data dan 

informasi yang 

dikelola dalam satu 

tahun x 100. 

Persen NA NA 100 100 100 100 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Kinerja Tujuan / 

Sasaran 

Formula/Rumus Satuan 

Kondisi   

Awal 
Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 

Tahun 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

 Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

layanan data statistik 

sektoral. 

Persentase 

ketersediaan data 

statistik sektoral. 

Jumlah data yang 

teridentifikasi 

tersedia pertahun 

(series) /jumlah 

kebutuhan data 

(jenis data) yang 

teridentifikasi x 

100. 

Persen NA 30 30 100 100 100 
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5.1. Strategi  

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan 

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian 

kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan pelayanan public, dengan penyelenggaraan 

system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terfasilitasi 

dengan baik; 

2. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi 

public melalui penguatan koordinasi dan kerjasama, serta pelibatan  

kelompok informasi masyarakat;  

3. Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian 

untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah;  

4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistic dengan melakukan 

pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh 

produsen data, serta; 

5. Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam membangun system manajemen 

data statistic; 

6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. 
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5.2. Arah Kebijakan 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut : 

1. Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan system pemerintahan berbasis 

elektronik; 

2. Menuntaskan pengembangan TIK pemerintah, dan pemanfaatan 

infrastruktur TIK layanan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 

3. Sinkronisasi informasi untuk semua konten informasi yang harus 

disampaikan ke masyarakat; 

4. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten 

informasi public; 

5. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public; 

6. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik; 

7. Pemanfaatan sertifikat elektronik; 

8. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang 

diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta; 

9. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistic; 

10. Melakukan penataan kelembagaan, serta pengembangan standar, sistem dan 

prosedur pelayanan. 

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2020 

 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Visi RPJMD : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera 

Nyaman Unggul Makmur)  

  

 Misi RPJMD :  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju 

tercapainya Good Governance.  

  

Menyediakan 

layanan 

informasi dan 

komunikasi 

publik yang 

efektif dan 

efisien 

Tersedianya layanan 

publik  yang bermutu 

dengan dukungan 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

Meningkatkan 

kualitas 

kebijakan SPBE 

Pengembangan  

kualitas kebijakan  

layanan publik 

berbasis teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

    Meningkatkan 

kualitas 

tatakelola SPBE 

Pengembangan 

kualitas tatakelola 

layanan publik 

berbasis teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

 

    Mengningkatkan 

layanan SPBE 

Pengembangan 

kualitas hasil   layanan 

publik berbasis 

teknologi informasi 

dan komunikasi 
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    Melakukan 

sosialisasi dan 

pembinaan 

kelembagaan, 

dan keterbukaan 

informasi 

publik. 

Pengembangan 

layanan informasi dan 

komunikasi publik 

melalui kerjasama 

media massa, media 

elektronik, media 

online dan media 

tradisional 

 

Pengembangan 

kelembagaan, dan 

keterbukaan informasi 

publik. 

 

  Meningkatnya Kualitas 

tata kelola penyajian 

data dan laporan 

statistik lingkungan 

Kota Pangkalpinang 

Melaksanakan 

sosialisasi  

pengolahan data 

statistik lingkup 

Kota 

Pangkalpinang 

Penyelenggaraan 

sosialisasi  pengolahan 

data statistik lingkup 

Kota Pangkalpinang 

  Meningkatnya tata 

kelola persandian di 

lingkungan Kota 

Pangkalpinang 

Melaksanakan 

tata kelola 

sistem 

persandian 

Penyelenggaraan tata 

kelola pengamanan 

data dan informasi 

  Meningkatkan 

manajemen dan 

administrasi 

pemerintahan yang 

baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Melakukan 

penataan dan 

pengembangan 

standar, sistem 

dan prosedur 

pelayanan  

Penguatan 

kelembagaan, 

pengembangan 

perencanaan, prosedur 

kerja, evaluasi, 

pelaporan dan 

pemenuhan Sumber 

Daya Manusia yang 

berkualitas 
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Tabel 5.2 Perubahan 

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 - 2023 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Visi RPJMD :  “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera 

Nyaman Unggul Makmur)  

 Misi RPJMD :  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju 

tercapainya Good Governance.  

Meningkatkan 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

dan pelayanan 

publik 

Meningkatnya 

keterpaduan dan 

efisiensi sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik. 

Optimalisasi 

pemanfaatan 

teknologi digital 

dalam 

penyelenggaraan 

administrasi 

pemerintahan dan 

pelayanan public, 

dengan 

penyelenggaraan 

system pemerintahan 

berbasis elektronik 

yang terintegrasi dan 

terfasilitasi dengan 

baik. 

 

 

Penguatan kebijakan, 

tata kelola dan layanan 

system pemerintahan 

berbasis elektronik. 

 

 

Menuntaskan 

pengembangan TIK 

pemerintah, dan 

pemanfaatan 

infrastruktur TIK 

layanan pemerintah, 

masyarakat dan dunia 

usaha, untuk 

mendukung 

pengembangan 

ekonomi dan pelayanan 

dasar. 

 

 Meningkatnya 

layanan 

informasi dan 

komunikasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah yang 

Peningkatan kualitas 

pengelolaan 

informasi dan 

pelayanan 

komunikasi public 

melalui penguatan 

koordinasi dan 

Sinkronisasi informasi 

untuk semua konten 

informasi yang harus 

disampaikan ke 

masyarakat. 
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efektif dan 

efisien. 

kerjasama, serta 

pelibatan  kelompok 

informasi 

masyarakat.  

 

Peningkatan kepuasan 

masyarakat terhadap 

akses dan kualitas 

konten informasi public. 

 

Peningkatan layanan 

hubungan komunikasi 

pemerintah daerah dan 

public. 

 

 Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

layanan data 

statistik sektoral 

dan keamanan 

informasi 

elektronik. 

Penguatan 

pengamanan 

infrastruktur siber 

dan penyelenggaraan 

persandian untuk 

pengamanan 

informasi 

pemerintahan daerah. 

 

Pengamanan sistem 

elektronik dan 

pengamanan informasi 

non elektronik. 

 

 

Pemanfaatan sertifikat 

elektronik. 

 

  Peningkatan 

ketersediaan dan 

kualitas data statistic 

dengan melakukan 

pengumpulan, 

pemeriksaan dan 

pengolahan data yang 

disampaikan oleh 

produsen data, serta. 

 

Peningkatan 

penggunaan standar 

dan metodologi 

statistic. 

 

  Penguatan koordinasi 

dan kerjasama dalam 

membangun system 

manajemen data 

statistic. 

 

Peningkatan koordinasi, 

integrasi, dan 

sinkronisasi kegiatan 

statistic yang 

diselenggarakan 

pemerintah, pemerintah 
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daerah dan swasta. 

 

 Meningkatnya 

kinerja 

administrasi 

pemerintah yang 

transparan dan 

akuntabel. 

Penyelenggaraan 

administrasi 

pemerintahan dan 

layanan publik 

berdasarkan prinsip-

prinsip 

penyelenggaraan 

pemerintah yang 

baik. 

pelayanan. 

Melakukan penataan 

kelembagaan, serta 

pengembangan standar, 

sistem dan prosedur.  
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Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan 

strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam 

program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan 

pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. 

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program 

berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya 

mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, posisi 

kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung 

pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang 

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. 

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan 

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang 

digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif 

maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian 

program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana 

program dan kegiatan 

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang 

sesuai dengan pendanaan indikatif Tahun 2018 - 2020, maka ditetapkan kegiatan untuk 

belanja langsung adalah sebagai berikut : 

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

a. Pemeliharaan Sarana Penunjang Sistem  Informasi dan Komunikasi 

b. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan jaringan Fiber Optic 

c. Pengadaan sarana penunjang sistem informasi dan komunikasi 

d. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Telematika 

e. Pengelolaan dan operasional jaringan internet 

f. Pengelolaan portal induk  OPD 
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g. Pelatihan Operator Aplikasi IT Kominfo 

h. Penyusunan Dokumen Perencanaan IT 

i. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan pubik dan 

kegiatan di lingkungan pemerintah daerah. 

j. Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik. 

k. Penyelenggaran ekosistem TIK dan kerjasama Smart City. 

l. Penyusunan kebijakan dalaam penyelenggaran nama domain dan e-

Govemment (SPBE). 

m. Layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah daerah. 

n. Layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah. 

o. Layanan infastruktur dasar Data Center, Disater Recovery Center  dan TIK. 

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 

a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 

media cetak 

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 

media elektronik 

c. Pengelolaan konten website pemerintah  

d. Pengelolaan layanan aduan masyarakat Kota Pangkalpinang 

e. Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

f. Pembinaan dan Monitoring Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

g. Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik 

h. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 

i. Pemantauan opini dan asprasi publik. 

j. Penyelenggaran hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. 

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

a. Forum Data Statistik 

b. Pengumpulan dan Pengolahan  Data  Statistik Sektoral 
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c. Monitoring dan Evaluasi Statistik 

d. Pengumpulan data statistik sektoral; 

e. Pengolahan data statistik sektoral; 

f. Diseminasi data statistik sektoral; 

g. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; 

h. Pengembangan infrastruktur; 

i. Koordinasi statistik sektoral; 

4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

a. Pengelolaan Berita Sandi  

b. Pengelolaan sarana dan prasarana persandian 

c. Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Persandian 

d. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 

e. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan 

Informatika (Telematika) 

f. Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi; 

g. Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi; 

h. Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik; 

i. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di bidang 

keamanan informasi; 

j. Pemberian tunjangan khusus pengamanan persandian dan tunjangan 

fungsional tertentu di bidang persandian; 

k. Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi; 

l. Penyelenggaraan jaring komunikasi sandi; 

m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi; 

 

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
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b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

e. Penyediaan alat tulis kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

j. Penyediaan makanan dan minuman 

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

l. Penataan Arsip Perkantoran 

6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan gedung kantor 

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

d. Pengadaan mebeleur 

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Pendidikan dan pelatihan formal 

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian  Kinerja Dan 

Keuangan 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
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c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

e. Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA) 

f. Pelaksanaan Evaluasi RENSTRA 

g. Pelaksanaan Evaluasi RENJA 

h. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja 

i. Penyusunan RENSTRA 

j. Forum Perangkat Daerah 

k. Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

l. Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik 
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Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2023 berdasarkan 

Peremndagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 : 

 

PROGRAM KEGIATAN 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 
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X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 

X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

 

X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

  

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

X.XX.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 

X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 

X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 

X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 

X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
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Bangunan Lainnya 

  

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

  

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

  

2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 

2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

  

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

  

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah Daerah 

  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 

  

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral 

  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI 

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

  

2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 
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Kabupaten/Kota 

2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

  
Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1  
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinag 

Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

Meningkatka
n kinerja 
penyelengga
raan 
pemerintaha
n dan 
pelayanan 
publik. 

- - - Indeks 
Sistem 
Pemerintaha
n Berbasis 
Elektronik 
(SPBE) 

Permenpa
n No. 5 
Tahun 
2018 

Indeks 2,2 6.201.279.793  2,5 13.350.606.000  2,7 13.898.589.500  2,7 33.450.475.293  DISKOMINFO 

- - * PROGRAM 
PENUNJANG 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

    persen 100 4.014.315.513  100 4.704.112.050  100 5.335.181.550  100 14.053.609.113  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

        Persentase 
laporan 
kinerja dan 
keuangan 
yang 
disampaikan 
tepat waktu  

Jumlah 
laporan 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Keuangan  
yang 
disampaik
an tepat 
waktu / 
jumlah 
laporan 
Capaian 
Kinerja 
dan 
Keuangan 
x 100% 

Persen 100 3.378.255.086  100 3.612.251.019  100 4.321.607.189  100 11.312.113.294  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Presentase 
Perencanaa
n, 
penganggar
an dan 
Evaluasi 
Kinerja tepat 
waktu 

Jumlah 
dokumen 
Perencana
an, 
pengangg
aran dan 
Evaluasi 
Kinerja 
disusun 
tepat 
waktu / 
Jumlah 
dokumen 
Perencana
an, 
pengangg
aran dan 
Evaluasi 
Kinerja x 
100% 

Persen 100 18.989.600  100 22.787.520  100 20.888.560  100 62.665.680  Diskominfo 

- - * Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen 
RENSTRA/R
ENJA 

Jumlah 
dokumen 
RENSTRA/
RENJA 

Dokumen 1                           
1.573.000  

1                                     
1.887.600  

1                                 
1.730.300  

1                             
5.190.900  

Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Dokumen 1 1.088.000  1 1.305.600  1 1.196.800  1 3.590.400  Diskominfo 

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
RKA-SKPD 

Dokumen 1 901.000  1 1.081.200  1 991.100  1 2.973.300  Diskominfo 

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
DPA-SKPD 

Dokumen 1 1.584.100  1 1.900.920  1 1.742.510  1 5.227.530  Diskominfo 

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Perubahan 
DPA-SKPD 

Dokumen 1 1.164.000  1 1.396.800  1 1.280.400  1 3.841.200  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja 
SKPD 

Laporan 1 3.006.000  1 3.607.200  1 3.306.600  1 9.919.800  Diskominfo 

- - * Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
laporan SPIP 
dan 
Dokumen RB 

Jumlah 
laporan 
SPIP dan 
Dokumen 
RB 

Dokumen 2                           
9.673.500  

2                                   
11.608.200  

2                               
10.640.850  

2                           
31.922.550  

Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Presentase 
terpenuhiny
a Kebutuhan 
Administrasi 
Keuangan 

Jumlah 
layanan 
administra
si 
Keuangan 
yang 
tertangani 
/ jumlah 
layanan 
administra
si 
Keuangan 
yang 
dianggark
an x 100% 

Persen 100 3.359.265.486  100 3.589.463.499  100 4.300.718.629  100 11.249.447.614  Diskominfo 

- - * Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah ASN 
yang 
menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 

Jumlah 
ASN yang 
menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 

Orang 35 3.350.606.786  35 3.579.073.059  35 4.291.194.059  35 11.220.873.904  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
SKPD 

Jumlah 
laporan 
keuangan 
akhir tahun 
SKPD 

Laporan 1 3.010.000  1 3.612.000  1 3.311.000  1 9.933.000  Diskominfo 

- - * Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD 

Jumlah 
laporan 
keuangan 
bulanan/triwul
an/semestera
n SKPD 

Jumlah 
laporan 
keuangan 
bulanan/tri
wulan/sem
esteran 
SKPD 

Laporan 1 2.993.700  1 3.592.440  1 3.293.070  1 9.879.210  Diskominfo 

- - * Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah 
Laporan dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

Jumlah 
Laporan 
dan 
Analisis 
Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

Laporan 1 2.655.000  1 3.186.000  1 2.920.500  1 8.761.500  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

        Persentase 
ASN yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi/
Kualifikasi 
pada unit 
kerjanya 

Jumlah 
aparatur 
yang 
ditingkatk
an 
kapasitasn
ya / jumlah 
aparatur 
yang 
harus 
ditingkatk
an 
kapasitasn
ya x 100% 

Persen - -    100 126.400.000  100 100.000.000  100 226.400.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Administrasi 
Kepegawaian  
Perangkat Daerah 

Presentase 
terpenuhiny
a 
Administrasi 
Kepegawaia
n 

Jumlah 
layanan 
administra
si 
kepegawai
an yang 
tertangani 
/ jumlah 
layanan 
administra
si 
Kepegawai
an yang 
dianggark
an x 100% 

Persen -                                          
-    

30 126.400.000  20 100.000.000  50 226.400.000  Diskominfo 

      Pengadaan 
Pakaian Dinas  
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah 
Pakaian 
Dinas yang 
Diadakan (3 
Jenis 
Pakaian 
Kerja) 

Jumlah 
jenis 
pakaian 
dinas yang 
diadakan x 
Jumlah 
Pegaawai 

Stel -   132 86.400.000  - -    132 86.400.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah 
Pegawai 
yang 
Mengikuti 
Diklat sesuai 
Tupoksi 

Jumlah 
Pegawai 
yang 
Mengikuti 
Diklat 
sesuai 
Tupoksi 

Orang - -    4 40.000.000  8 100.000.000  12 140.000.000  Diskominfo 

        Persentase 
terpenuhiny
a Kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Jumlah 
layanan 
administra
si 
perkantora
n yang 
dilaksanak
an / 
layanan 
administra
si 
perkantora
n yang 
dibutuhka
n x 100% 

persen 100 154.909.427  100 283.889.711  100 244.873.161  100 683.672.299  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Presentase 
terpenuhiny
a 
administrasi 
Umum 

Jumlah 
layanan 
administra
si Umum 
yang 
tertangani 
/ jumlah 
layanan 
administra
si Umum 
yang 
dianggark
an x 100% 

persen 100 154.909.427  100 283.889.711  100 244.873.161  100 683.672.299  Diskominfo 

- - * Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/ 
penerangan 
Bangunan 
Kantor yang 
disediakan 

Jumlah 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/ 
peneranga
n 
Bangunan 
Kantor 
yang 
disediakan 

Jenis 11 4.233.782  11 5.080.539  11 4.657.160  33 13.971.481  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

Jumlah 
peralatan 
dan 
perlengkap
an kantor 
yang 
disediakan 

Unit 1 13.097.645  13 97.500.000  18 73.270.000  32 183.867.645  Diskominfo 

- - * Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah 
layanan 
Penyediaan 
ATK, 
Makanan dan 
Minuman 
yang 
tertangani 

Jumlah 
layanan 
Penyediaa
n ATK, 
Makanan 
dan 
Minuman 
yang 
tertangani 

Jenis 4 26.448.000  4 47.953.172  4 44.703.001  12 119.104.173  Diskominfo 

- - * Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah 
layanan 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n yang 
disediakan 

Jumlah 
layanan 
Penyediaa
n Barang 
Cetakan 
dan 
Pengganda
an yang 
disediakan 

Jenis/unit
/set 

12 8.130.000  12 9.756.000  12 8.943.000  36 26.829.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
disediakan 

Jumlah 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 
yang 
disediakan 

Koran 730 3.000.000  730 3.600.000  730 3.300.000  2190 9.900.000  Diskominfo 

- - * Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
yang 
dilakukan 

Jumlah 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
yang 
dilakukan 

Kali 30 100.000.000  30 120.000.000  30 110.000.000  90 330.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

        Persentase 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
dalam 
Kondisi 
Baik. 

Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasarana 
Aparatur 
dalam 
kondisi 
baik / 
Jumlah 
Sarana 
dan 
Prasarana 
yang ada x 
100% 

Persen 100 481.151.000  100 681.571.320  100 668.701.200  300 1.831.423.520  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Presentase 
terpenuhi 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah  

Jumlah 
Sarana 
dan 
prasarana 
aparatur 
yang 
tersedia / 
dengan 
jumlah 
sarana 
dan 
prasana 
yang 
dibutuhka
n x 100% 

Persen - -    50 45.000.000  50 90.000.000  100 135.000.000  Diskominfo 

      Pengadaan Mebel Jumlah 
meubeler 
yang 
diadakan 

Jumlah 
meubeler 
yang 
diadakan 

Unit - -    18 45.000.000  34 90.000.000  52 135.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Presentase 
Terpenuhiny
a 
Penyediaan 
Jasa 

Jumlah 
layanan 
Jasa 
terpenuhi / 
jumlah 
layanan 
Jasa yang 
dibutuhka
n x 100% 

persen 100 330.450.000  100 437.646.000  100 397.860.000  100 1.165.956.000  Diskominfo 

- - * Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Surat 
yang 
disediakan 

Jumlah 
Surat yang 
disediakan 

Surat 750 48.600.000  750 72.072.000  750 65.520.000  2250 186.192.000  Diskominfo 

- - * Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah 
Aparatur 
Internal 
SKPD yang 
Terlayani 

Jumlah 
Aparatur 
Internal 
SKPD yang 
Terlayani 

Orang 57 111.000.000  57 146.520.000  57 133.200.000  57 390.720.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah 
Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
diperbaiki 

Jumlah 
Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor 
yang 
diperbaiki 

Unit 32 7.615.000  32 10.051.800  32 9.138.000  96 26.804.800  Diskominfo 

- - * Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah 
Aparatur 
Internal 
SKPD yang 
Terlayani 

Jumlah 
Aparatur 
Internal 
SKPD yang 
Terlayani 

Orang 57 163.235.000  57 209.002.200  57 190.002.000  57 562.239.200  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Pemeliharaan 
Barang Milik  
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Presentase 
terepenuhin
ya 
Pemeliharaa
n Barang 
Milik Daerah  

Jumlah 
Barang 
Milik 
Daerah 
pada 
Perangkat 
Daerah 
dalam 
kondisi 
baik / 
jumlah 
Barang 
Milik 
Daerah 
pada 
Perangkat 
Daerah x 
100% 

Persen 100                      
150.701.000  

100                                 
198.925.320  

100                             
180.841.200  

100                         
530.467.520  

Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 
yang 
dipelihara 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasiona
l atau 
Lapangan 
yang 
dipelihara 

Unit 3 112.631.000  3 148.672.920  3 135.157.200  3 396.461.120  Diskominfo 

      Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Gedung 
Kantor/Bangu
nan lainnya 
yang 
dipelihara 

Jumlah 
Gedung 
Kantor/Ban
gunan 
lainnya 
yang 
dipelihara 

Unit 2 23.070.000  2 30.452.400  2 27.684.000  2 81.206.400  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor/Bangu
nan Lainnya 
yang 
dipelihara 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor/Ban
gunan 
Lainnya 
yang 
dipelihara 

Unit 30 15.000.000  30 19.800.000  30 18.000.000  90 52.800.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- Meningkatny
a 
keterpaduan 
dan efisiensi 
sistem 
pemerintaha
n berbasis 
elektronik. 

- - Persentase  
perangkat 
daerah 
(satuan /unit 
kerja) yang 
terhubung 
dalam 
jaringan 
intra 
pemerintah. 

Jumlah PD 
(satuan 
/unit kerja) 
yang 
sudah 
terintegras
i dalam 
sistem 
jaringan 
intra 
pemerinta
h / Jumlah 
OPD x 
100% 

OPD 15 1.250.098.200  30 4.304.338.500  100 5.267.730.000  100 10.822.166.700 DISKOMINFO 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Program Aplikasi 
Informatika. 

Persentase 
OPD yang 
terhubung 
dengan 
akses 
internet dan 
pelayanan 
publik yang 
terhubung 
secara 
online dan 
terintegritas 
yang di 
fasilitasi 
Dinas 
Kominfo. 

Jumlah 
OPD yang 
terhubung 
dengan 
akses 
internet 
dan 
pelayanan 
publik 
secara 
online dan 
terintegrita
s yang di 
fasilitasi 
Dinas 
Kominfo / 
Jumlah 
OPD x 
100% 

persen 9 1.250.098.200  69 4.304.338.500  100 5.267.730.000 100 10.822.166.700  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengelolaan Nama 
Domain yang telah 
Ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan Sub Domain 
di Lingkup 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
sistem 
elektronik 
komunikasi 
intra 
pemerintah 
yang 
disediakan 
Dinas 
Kominfo 
(berbasis 
suara, video, 
teks, data 
dan sinyal 
lainnya) 
dengan 
memanfaatk
an jaringan 
intra 
pemerintah. 

Jumlah 
sistem 
elektronik 
komunikas
i intra 
pemerinta
h yang 
disediakan 
Dinas 
Kominfo 
dengan 
memanfaa
tkan 
jaringan 
intra 
pemerinta
h / Jumlah 
sistem 
elektronik 
komunikas
i intra 
pemerinta
h x 100% 

persen 2,5 563.804.500  50 2.696.912.500  100 3.248.690.000  100 5.185.269.500  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penatalaksanaan 
dan Pengawasan 
Nama Domain dan 
Sub Domain dalam 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
perangkat 
daerah yang 
memiliki 
portal dan 
situs web 
yang sesuai 
standar 

Jumlah PD 
(satuan/unit 
kerja) 
tahun 
berjalan/Ju
mlah OPD 
(satuan/unit 
kerja) x 
100% 

Persen 28 73.509.500  66 95.050.000  100 100.000.000  100 268.559.500  Diskominfo 

- - * Penyelenggaraan 
Sistem Jaringan 
Intra Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
titik jaringan 
intra 
pemerintah 
yang 
terkoneksi 
pada 
perangkat 
daerah atau 
menggunaka
n akses 
internet yang 
disediakan 
oleh dinas 
kominfo 

Jumlah PD 
(satuan/unit 
kerja) 
tahun 
berjalan/Ju
mlah OPD 
(satuan/unit 
kerja) x 
100% 

Persen 2 490.295.000  21 2.601.862.500  53 3.148.690.000 53 6.240.847.500  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengelolaan e-
government Di 
Lingkup 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
layanan 
publik dan 
layanan 
administrasi 
yang 
terintegrasi 
dengan 
sistem 
penghubung 
layanan 
pemerintah. 

Jumlah 
layanan 
publik dan 
layanan 
administra
si yang 
terintegras
i dengan 
sistem 
penghubu
ng layanan 
pemerinta
h / Jumlah 
Layanan 
Publik dan 
layanan 
administra
si x 100% 

persen 9 686.293.700  69 1.607.426.000  100 2.019.040.000  100 4.312.759.700  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Sinkronisasi 
Pengelolaan 
Rencana Induk dan 
Anggaran 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Jumlah 
regulasi 
penyelenggar
aan e-
government 

Jumlah 
Dokumen 
tahun 
berjalan 

Dokumen 1 75.736.000  1 75.736.000  1 77.270.000  3 228.742.000  Diskominfo 

- - * Pengelolaan Pusat 
Data Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
perangkat 
daerah yang 
menggunaka
n layanan 
pusat data 
dan 
menyimpan 
di pusat data 
Pemerintah. 

Jumlah PD 
(satuan/unit 
kerja) 
tahun 
berjalan/Ju
mlah OPD 
x 100% 

Persen 28 142.631.700  62 424.920.000  100 550.000.000  100 1.117.551.700  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- -   Koordinasi dan 
Sinkronisasi Data 
dan Informasi 
Elektronik 

Persentase 
perangkat 
daerah yang 
memperbarui 
datanya 
sesuai siklus 
jenis data 
(sesuai 
renstra 
kominfo) 

Jumlah PD 
(satuan/unit 
kerja) 
tahun 
berjalan/Ju
mlah OPD 
x 100% 

Persen -                                          
-    

4 40.000.000  5 50.000.000  9 90.000.000  Diskominfo 

      Koordinasi dan 
Sinkronisasi Sistem 
Keamanan 
Informasi 

Persentase 
layanan 
SPBE 
(layanan 
publik dan 
layanan 
administrasi 
pemerintahan
) yang 
memanfaatka
n sertifikat 
elektronik 

Jumlah 
Layanan 
SPBE 
(Publik & 
Administras
i) tahun 
berjalan/Ju
mlah 
Aplikasi x 
100% 

Persen -   20 75.000.000  25 100.000.000  45 175.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengembangan 
Aplikasi dan Proses 
Bisnis 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Persentase 
layanan 
SPBE 
(layanan 
publik dan 
layanan 
administrasi 
pemerintahan
) yang 
tercantum 
dalam 
dokumen 
proses bisnis 
yang telah 
diimplementa
sikan secara 
elektronik. 

Jumlah 
Layanan 
SPBE 
(Publik & 
Administras
i) tahun 
berjalan 

Persen 25 116.004.500  20 346.770.000  25 396.770.000  70 859.544.500  Diskominfo 

- - * Penyelenggaran 
Sistem 
Penghubung 
Layanan 
Pemerintah 

Persentase 
layanan 
publik dan 
layanan 
administrasi 
yang 
terintegrasi 
dengan 
sistem 
penghubung 
layanan 
pemerintah. 

Jumlah 
Layanan 
SPBE 
(Publik & 
Administras
i) tahun 
berjalan/Ju
mlah 
Aplikasi x 
100% 

Persen - -    20 50.000.000  25 100.000.000  45 150.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Persentase 
OPD yang 
Memanfaatka
n Sumber 
Daya TIK 
untuk 
mendukung 
terselenggara
nya Layanan 
Pemerintah 
Berbasis 
Elektronik 

Jumlah PD 
(satuan/unit 
kerja) 
tahun 
berjalan/Ju
mlah OPD 
x 100  

Persen 28 351.921.500  25 400.000.000  27 500.000.000  80 1.251.921.500  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengelolaan 
Government Chief 
Information Officer 
(GCIO) 

Terkelolanya 
Government 
Chief 
Information 
Officer 
(GCIO) 

Jumlah 
kegiatan 
koordinasi 
dan 
kerjasama 
x Jumlah 
kegiatan 
(keterpadu
an, 
manajemen
, audit, 
pemantaua
n dan 
evaluasi) 
penjaminan 
penyelengg
araan 
Pemerintah
an 
Berbasis 
Elektronik 

Kegiatan - -    4 95.000.000  4 95.000.000  4 190.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pengembangan 
Ekosistem SPBE 

Jumlah 
dokumen 
monev untuk 
mendukung 
implementasi 
SPBE sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Jumlah 
Dokumen 
Monev 

Dokumen - -    3 100.000.000  3 150.000.000  3 250.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

  Meningkat
nya 
layanan 
informasi 
dan 
komunikasi 
penyeleng
garaan 
pemerintah
an daerah 
yang 
efektif dan 
efisien. 

    Persentase 
data dan 
informasi 
(penyeleng
garaan 
pemerintah
an) yang 
dikomunika
sikan 
/didisemina
sikan 
dengan 
baik. 

Jumlah 
data dan 
informasi 
yang 
dikomuni
kasikan  
/didisemi
nasikan 
(prioritas 
komunika
si 
pemerint
ah 
daerah) 
/Jumlah 
data dan 
informasi 
yang 
dikelola 
dalam 
satu 
tahun x 
100% 

Persen 100 481.748.800  100 3.655.155.450  100 2.418.677.950  100 6.555.582.200 Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

-   * Program 
Pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik. 

Persentase 
masyarakat 
yang 
menjadi 
sasaran 
penyebaran 
informasi 
publik, 
mengetahui 
kebijakan 
dan program 
prioritas 
pemerintah 
daerah.  

Jumlah 
masyaraka
t yang 
menjadi 
sasaran 
penyebara
n 
informasi 
publik, 
mengetah
ui 
kebijakan 
dan 
program 
prioritas 
pemerinta
h dan 
pemerinta
h daerah 
kabupaten
/kota/jumla
h 
penduduk 
x 100% 

Persen 100 481.748.800  100 3.655.155.450  100 2.418.677.950  100 6.555.582.200  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
konten 
informasi 
terkait 
program dan 
kebijakan 
pemerintah 
dan 
pemerintah 
provinsi 
sesuai 
dengan 
strategi 
komunikasi 
(STRAKOM) 

Jumlah 
konten 
informasi 
terkait 
program 
dan 
kebijakan 
pemerinta
h  sesuai 
dengan 
STRAKOM 
/ Jumlah 
konten 
informasi 
terkait 
program 
dan 
kebijakan 
pemerinta
h x 100% 

Pesen 30 481.748.800  75 3.655.155.450  100 2.418.677.950  100 6.555.582.200  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Monitoring Opini 
dan Aspirasi Publik 

Jumlah 
dokumen isu 
strategis 
yang 
direkomenda
sikan, jumlah 
aduan yang 
masuk dalam 
SP4N dan 
hasil 
pemantauan 
di media 
massa dan 
media sosial. 

Jumlah isu 
strategis 
yang 
direkomend
asikan 

Dokumen 1 92.815.450  1 105.155.450  1 142.815.450  1 340.786.350  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pengelolaan 
Konten dan 
Perencanaan Media 
Komunikasi Publik 

Persentase 
konten 
informasi 
terkait 
program dan 
kebijakan 
pemerintah 
pusat, 
pemerintah 
daerah serta 
Kerjasama 
Dengan 
Media Cetak, 
Online, 
Elektronik 
yang 
Bermitra 
Dengan 
Pemerintah 
Kota 
Pangkalpinan
g sesuai 
dengan 
strategi 
komunikasi 
(STRAKOM). 

Jumlah 
konten 
yang 
dibuat/juml
ah program 
dan 
kebijakan 
pemerintah 
kota x 
100% 

persen 30 140.973.550  50 3.000.000.000  75 1.675.862.500  75 6.140.973.550  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pelayanan 
Informasi Publik 

Persentase 
desiminasi 
dan layanan 
informasi 
publik yang 
dilaksanakan 
sesuai 
dengan 
strategi 
komunikasi 
(STRAKOM) 
dan SOP 
yang telah 
ditetapkan. 

Jumlah 
Desiminasi 
Informasi / 
Layanan 
Informasi 
Publik x 
100% 

Persen 30 209.755.350  50 500.000.000  75 500.000.000  75 1.209.755.350  Diskominfo 

      Penyelenggaraan 
Hubungan 
Masyarakat, Media 
dan Kemitraan 
Komunitas 

Persentase 
pengelolaan 
layanan 
hubungan 
dengan 
media 

Jumlah 
komunitas/
mitra yang 
menyebark
an 
informasi 
dan 
kebijakan/J
umlah 
komunitas 
yang ada x 
100% 

Persen 30 38.204.450  - -    - -    30 38.204.450  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Layanan Hubungan 
Media 

Persentase 
Kerjasama 
Dengan 
Media Cetak, 
Online, 
Elektronik 
yang 
Bermitra 
Dengan 
Pemerintah 
Kota 
Pangkalpinan
g 

Jumlah 
Kerjasama 
dalam 
Publikasi 
Kebijakan 
Pemerintah 
Kota 
Pangkalpin
ang/ 
Jumlah 
Seluruh 
Media x 
100%  

Persen -   10 50.000.000  25 100.000.000  35 150.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- Meningkatny
a kualitas 
penyelengga
raan layanan 
data statistik 
sektoral dan 
keamanan 
informasi 
elektronik. 

- - Persentase 
ketersediaan 
data statistik 
sektoral. 

Jumlah 
data yang 
teridentifik
asi 
tersedia 
pertahun 
(series) 
/jumlah 
kebutuhan 
data (jenis 
data) yang 
teridentifik
asi x 100% 

Persen 100 383.575.750  100 460.000.000  100 575.000.000  100 1.418.575.750  DISKOMINFO 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN STATISTIK 
SEKTORAL 

Persentase 
OPD yang 
menggunaka
n data 
statistik 
dalam 
penyusunan 
perencanaan 
dan evaluasi 
pembangun
an daerah. 

Jumlah 
OPD yang 
mengguna
kan data 
statistik 
dalam 
penyusun
an 
perencana
an dan 
evaluasi 
pembangu
nan 
daerah/Ju
mlah OPD 
x 100% 

Persen 80 383.575.750  90 460.000.000  100 575.000.000  100 1.418.575.750  Diskominfo 

- - * Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 
di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
kelengkapan 
metadata 
kegiatan 
statistik 
sektoral 

Jumlah 
metadata 
kegiatan 
statistik 
sektoral / 
Jumlah 
kegiatan 
statistik 
sektoral x 
100% 

Persen 80 383.575.750  90 460.000.000  100 575.000.000  100 1.418.575.750  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

      Koordinasi dan 
Sinkroniasi 
Pengumpulan, 
Pengeloaan, 
Analisis dan 
Desiminasi Data 
Statistik Sektoral 

Persentase 
Data Statistik 
Sektoral yang 
dikumpulkan 

Jumlah 
OPD yang 
mengumpul
kan data 
statistik 
sektoral/Ju
mlah OPD 
x 100% 

Persen 100 383.575.750  100 400.000.000  100 450.000.000  100 1.233.575.750  Diskominfo 

      Membangun 
Metadata Statistik 
Sektoral 

Persentase 
Kegiatan 
dengan Alur 
Metadata 
Statistik 
Sektoral 

Jumlah 
Program/K
egiatan 
yang Dapat 
di 
Metadataka
n x 100% 

Persen -  - 30 50.000.000  50 60.000.000  80 110.000.000  Diskominfo 

      Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Statistik Sektoral 

Jumlah SDM 
yang 
Mengikuti 
Diklat/Bimtek 
Statistik 

Jumlah 
SDM yang 
Ikut Serta 
dalam 
Diklat dan 
Bimtek 
(4SDM) 

Orang - -    1 10.000.000  6 65.000.000  7 75.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

-   - - Jumlah 
perangkat 
daerah yang 
terhubung 
dalam 
jaringan 
komunikasi 
sandi. 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
(satuan 
/unit kerja) 
yang 
mengguna
kan 
jaringan 
komunikas
i sandi 
(persandia
n) / 
Jumlah 
perangkat 
daerah 
(satuan 
/unit kerja) 
x 100 

persen 100 71.541.530  100 227.000.000  100 302.000.000  100 600.541.530  DISKOMINFO 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN 
PERSANDIAN 
UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI 

Tingkat 
keamanan 
informasi 
pemerintah 

Jumlah 
nilai per 
area 
keamanan 
informasi/j
umlah 
area 
penilaian x 
100% 

persen 100 71.541.530  100 227.000.000  100 302.000.000  100 600.541.530  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
sistem 
elektronik 
pemerintah 
daerah yang 
telah 
menerapkan 
prinsip 
manajemen 
keamanan 
informasi 
(SMKI). 

Jumlah 
sistem 
elektronik 
yang 
menerapk
an SMKI 
dan 
diamankan 
SE atau 
aplikasi 
persandia
n / Jumlah 
sistem 
elektronik 
yang ada 
pada 
pemerinta
h daerah x 
100% 

Persen 30 42.120.500  50 170.000.000  100 240.000.000  100 452.120.500  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Penetapan 
Kebijakan Tata 
Kelola Keamanan 
Informasi dan 
Jaring Komunikasi 
Sandi Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
dokumen 
kebijakan tata 
kelola 

Jumlah 
dokumen 
kebijakan 
tata kelola 

Dokumen - -    1 50.000.000  1 55.000.000  1 105.000.000  Diskominfo 

- - * Pelaksanaan 
Analisis Kebutuhan 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
dokumen 
analisis 
kebutuhan  

Jumlah 
dokumen 
analisis 
kebutuhan  

Dokumen - -    - -    1 50.000.000  1 50.000.000  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Pelaksanaan 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik 
dan Non Elektronik 

Jumlah 
Sistem 
Elektronik yg 
dipergunakan 

Jumlah 
Sistem 
Elektronik 
yg 
dipergunak
an 

Sistem 
Elektroni

k 

2 42.120.500  2 120.000.000  2 135.000.000  6 297.120.500  Diskominfo 

- - * Penetapan Pola 
Hubungan 
Komunikasi Sandi 
Antar Perangkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
titik yang 
diamankan 

Jumlah 
titik yang 
diamankan 
/ jumlah 
titik pada 
PHKS x 
100% 

Persen 100 29.421.030  100 57.000.000  100 62.000.000  100 148.421.030  Diskominfo 
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Tujuan  Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Tujuan / 
Sasaran 
(Impact)/ 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 
(output) 

Formula/R
umus 

Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Program dan Kegiatan Target Akhir Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
 

 

targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  
targ
et 

 Rp  

- - * Operasional Jaring 
Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
kegiatan 
strategis 
yang telah 
diamankan 
melalui 
pengamanan 
sinyal. 

Jumlah 
kegiatan 
strategis 
yang telah 
diamankan 
melalui 
pengaman
an sinyal / 
Jumlah 
kegiatan 
strategis 
yang harus 
diamankan 
x 100% 

Berita 240 29.421.030  240 57.000.000  240 62.000.000  720 148.421.030  Diskominfo 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna 

untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah 

alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif  maupun kualitatif. 

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program 

pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja 

pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi 

ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.  

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian 

kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu 

dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang 

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 

Perubahan sebagai berikut: 
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Tabel 7.1  

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 

 

No Indikator Satuan Kondisi   

Awal  

  Target Capaian Setiap Tahun Target 

Akhir 

RPJMD 
2019 2020 2021 2022 2023 

Tahun 

2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target 

1 Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

 persen  NA 2,5 NA 2,9 NA 3,3 3,4 3,8 3,8 

2 Persentase OPD yang aktif dan 

update websitenya 

persen 57 60  70  80 90 100 100 

3 Persentase OPD yang memiliki 

dokumen/buku statistic sektoral 

persen NA 100  100  100 100 100 100 

4 Buku Kota pangkalpinang 

dalam Angka 

Ada/tidak Ada Ada  Ada  Ada Ada Ada Ada 

5 Buku PDRB Kota 

Pangkalpinang 

Ada/tidak Ada Ada  Ada  Ada Ada Ada Ada 
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6 Persentase pemanfaatan 

persandian dalam komunikasi 

antar OPD, serta antara 

pemerintah Kota dengan Pusat 

dan Provinsi 

persen NA 75  80  85 90 95 95 
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Tabel 7.1 Perubahan 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 

 

No Indikator Satuan Kondisi   

Awal  

Target Capaian Setiap Tahun Target 

Akhir 

RPJMD 
Tahun 

2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

Persen  NA 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,7 

2 Persentase perangkat daerah (satuan /unit 

kerja) yang terhubung dalam jaringan intra 

pemerintah. 

Persen NA NA 9 15 30 100 100 

3 Persentase data dan informasi 

(penyelenggaraan pemerintahan) yang 

dikomunikasikan /didiseminasikan dengan 

baik. 

Persen NA NA 100 100 100 100 100 

4 Persentase ketersediaan data statistik 

sektoral. 

Persen NA NA 30 30 60 100 100 

5 Persentase perangkat daerah yang tehubung 

dalam jarring komunikasi sandi. 

Persen NA NA NA 100 100 100 100 
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Tabel 7.2 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpiang 

 

NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

  Meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik. 

  Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

Indeks       2,2 2,5 2,7 2,7 

  Meningkatnya keterpaduan 
dan efisiensi sistem 
pemerintahan berbasis 
elektronik. 

  Persentase  
perangkat daerah 
(satuan /unit kerja) 
yang terhubung 
dalam jaringan intra 
pemerintah. 

OPD       15 30 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

Jumlah perangkat 
daerah yang 
terhubung dalam 
jaringan komunikasi 
sandi. 

persen       100 100 100 100 

  Meningkatnya layanan 
informasi dan komunikasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang 
efektif dan efisien. 

  Persentase data dan 
informasi 
(penyelenggaraan 
pemerintahan) yang 
dikomunikasikan 
/didiseminasikan 
dengan baik. 

Persen       100 100 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

- Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan layanan 
data statistik sektoral dan 
keamanan informasi 
elektronik. 

  Persentase 
ketersediaan data 
statistik sektoral. 

Persen       100 100 100 100 

* PROGRAM PENUNJANG 
PEMERINTAHAN DAERAH 

Terpenuhinya 
penyampaian 
laporan kinerja dan 
keuangan perangkat 
daerah tepat waktu 

Persentase laporan 
kinerja dan keuangan 
yang disampaikan 
tepat waktu  

persen       100 100 100 100 

    Terwujudnya ASN 
yang memenuhi 
standar 
kompetensi/kualifik
asi  

Persentase ASN yang 
memenuhi standar 
kompetensi/Kualifikas
i pada unit kerjanya 

Persen       100 100 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

    Terpenuhinya 
kebutuhan 
administrasi 
perkantoran 
perangkat daerah 

Persentase 
terpenuhinya 
Kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

persen       100 100 100 100 

    Terpenuhinya 
sarana dan 
prasarana aparatur 
dalam kondisi baik 

Persentase sarana 
dan prasarana 
Aparatur dalam 
kondisi  baik 

Persen       100 100 100 100 

* Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Presentase 
Perencanaan, 
penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja tepat 
waktu 

Persen       100 100 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Presentase 
terpenuhinya 
Kebutuhan 
Administrasi 
Keuangan 

Persen       100 100 100 100 

  Administrasi Kepegawaian  
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

Presentase 
terpenuhinya 
Administrasi 
Kepegawaian 

Persen       0 30 20 50 

* Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Terlaksananya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

Presentase 
terpenuhinya 
administrasi Umum 

persen       100 100 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Terlaksananya 
pengadaan barang 
milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Presentase terpenuhi 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah  

Persen       0 50 50 100 

* Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Terlaksananya jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Presentase 
Terpenuhinya 
Penyediaan Jasa 

persen       100 100 100 100 

  Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Terlaksananya 
pemeliharaan 
barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan 
daerah 

Presentase 
terepenuhinya 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah  

Persen       100 100 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* Program Aplikasi 
Informatika. 

Meningkatnya   OPD 
yang terhubung 
dengan akses 
internet dan 
pelayanan publik 
yang terhubung 
secara online dan 
terintegritas yang di 
fasilitasi Dinas 
Kominfo. 

Persentase OPD yang 
terhubung dengan 
akses internet dan 
pelayanan publik 
yang terhubung 
secara online dan 
terintegritas yang di 
fasilitasi Dinas 
Kominfo. 

persen       9 69 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* Pengelolaan Nama Domain 
yang telah Ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Sub 
Domain di Lingkup 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 
sistem elektronik 
komunikasi intra 
pemerintah yang 
disediakan Dinas 
Kominfo (berbasis 
suara, video, teks, 
data dan sinyal 
lainnya) dengan 
memanfaatkan 
jaringan intra 
pemerintah. 

Persentase sistem 
elektronik komunikasi 
intra pemerintah yang 
disediakan Dinas 
Kominfo (berbasis 
suara, video, teks, 
data dan sinyal 
lainnya) dengan 
memanfaatkan 
jaringan intra 
pemerintah. 

persen       2,5 50               
100  

                                        
100  
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* Pengelolaan e-government 
Di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 
sistem elektronik 
komunikasi intra 
pemerintah yang 
disediakan Dinas 
Kominfo (berbasis 
suara, video, teks, 
data dan sinyal 
lainnya) dengan 
memanfaatkan 
jaringan intra 
pemerintah. 

Persentase layanan 
publik dan layanan 
administrasi yang 
terintegrasi dengan 
sistem penghubung 
layanan pemerintah. 

persen                       
9  

              
69  

              
100  

                                        
100  
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* PROGRAM INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

Meningkatkannya  
masyarakat yang 
menjadi sasaran 
penyebaran 
informasi publik, 
mengetahui 
kebijakan dan 
program prioritas 
pemerintah daerah. 

Persentase 
masyarakat yang 
menjadi sasaran 
penyebaran informasi 
publik, mengetahui 
kebijakan dan 
program prioritas 
pemerintah daerah.  

Persen       100 100 100 100 

* Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya   
konten informasi 
terkait program dan 
kebijakan 
pemerintah dan 
pemerintah provinsi 
sesuai dengan 
strategi komunikasi 
(STRAKOM) 

Persentase konten 
informasi terkait 
program dan 
kebijakan pemerintah 
dan pemerintah 
provinsi sesuai 
dengan strategi 
komunikasi 
(STRAKOM) 

Pesen       30 75 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

Meningkatnya  OPD 
yang menggunakan 
data statistik dalam 
penyusunan 
perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah 

Persentase OPD yang 
menggunakan data 
statistik dalam 
penyusunan 
perencanaan dan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah. 

Persen       80 90 100 270 

* Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya   
kelengkapan 
metadata kegiatan 
statistik sektoral. 

Persentase 
kelengkapan 
metadata kegiatan 
statistik sektoral 

Persen       80 90 100 100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 

Meningkatnya 
keamanan informasi 
pemerintah. 

Tingkat keamanan 
informasi pemerintah 

persen       100 100 100 100 

* Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya    
sistem elektronik 
pemerintah daerah 
yang telah 
menerapkan prinsip 
manajemen 
keamanan informasi 
(SMKI). 

Persentase sistem 
elektronik pemerintah 
daerah yang telah 
menerapkan prinsip 
manajemen 
keamanan informasi 
(SMKI). 

Persen       30 50               
100  

100 
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NO 
Tujuan/Sasaran/Program/Ke

giatan 
Sasaran Program 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan / 

Sasaran (Impact)/ 
Program 

(outcome) / Kegiatan 
(output) 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2018 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

* Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi Antar 
Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya    titik 
PHKS yang 
diamankan. 

Persentase titik yang 
diamankan 

Persen                   
100  

            
100  

              
100  

100 
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8.1. Pedoman Transisi 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga 

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan 

pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota 

Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025. 

 

8.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan 

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi 

dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. 



                                Perubahan Renstra 2018 - 2023 Diskominfo                            

Kota Pangkalpinang 

 

 

 Page 153 
 

 

 

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, 

maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target 

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara 

berkala.  

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan 

atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


